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Ringkasan Eksekutif 

 

Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 memiliki empat Sasaran 

Strategis yaitu Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator 

Indeks Keterbukaan Informasi Publik, Terintegrasinya SPBE yang mendorong 

pelayanan publik lebih cepat dan efisien dengan indikator Indeks Kematangan 

SPBE, Meningkatnya Keamanan Informasi dengan indikator Indeks KAMI serta 

Meningkatnya kualitas layanan Statistik Sektoral dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan indikator Indeks Pembangunan 

Statistik. Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) dapat dihitung melalui 

Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik dengan beberapa 

komponen atau indikator yang berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. 

Indeks Kematangan SPBE diperoleh dari penilaian tingkat kematangan 

penerapan SPBE di suatu instansi pemerintah. mengacu pada proses evaluasi 

terhadap empat domain utama. Indeks KAMI dihitung berdasarkan beberapa 

faktor yang mencakup aspek-aspek teknis, administratif, dan fisik dari 

keamanan informasi. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) diperoleh dari 

Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) di Pemkab Majalengka. 

Capaian Indeks Keterbukaan Informasi Publik adalah 100% dari target 90 dan 

realisasi 90. Untuk capaian Indeks Kematangan SPBE adalah 112% dari target 

3,50 dengan realisasi 3,91. Capaian Indeks KAMI 101% dari target 505 dengan 

realisasi 508. Sementara itu untuk capaian Indeks Pembangunan Statistik pada 

tahun 2025 berdasarkan Surat Edaran Badan Pusat Statistik, menerangkan 

bahwa tidak adanya Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), maka 

dari itu evaluasi masih mengacu pada tahun sebelumnya yaitu nilai Indeks 

Pembangunan Statistik tercapai sebesar  92% dari target 3,0 dengan realisasi 

2,75. Adapun program yang mendukungnya yaitu Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Informasi dan Komunikasi Publik, 

Aplikasi Informatika, Penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Penyelenggaraan 

Persandian untuk Pengamanan Informasi. Efisiensi anggaran atas capaian 
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kinerja dengan Indikator Indeks KAMI pada sasaran Meningkatnya Keamanan 

Informasi sebesar Rp. 2 dari pagu anggaran Rp. 305.500.000 dengan realisasi 

Rp. 305.499.998 selain itu Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan 

Indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada sasaran Meningkatnya 

Keterbukaan Informasi Publik sebesar Rp. 6.042.869 dari pagu anggaran 

1.018.393.509 dengan realisasi Rp. 1.012.350.640. 
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BAB I PENDAHULUAN 
 

 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksud dengan 

pelaporan kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas 

dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas 

penggunaan anggaran. Selain itu, pelaporan kinerja dapat menjadi media 

penyampaian informasi pencapaian kinerja kepada stakeholder. Laporan 

kinerja yang sudah disusun dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 

untuk pengambilan kebijakan pada tahun yang akan datang.  

Oleh karena itu, Dinas Komunikasi dan Informatika setiap tahun harus 

menyusun Laporan Kinerja yang berkualitas guna mewujudkan 

pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Laporan kinerja disusun 

berdasarkan format yang sudah ditetapkan dan mengacu kepada 

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024-2026, 

Rencana Kerja serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 

1.1. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika 

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun  2023 tentang perubahan 

ketiga atas peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Dinas Komunikasi dan Informatika. 

a. Kedudukan  

Dinas Komunikasi dan Informatika adalah unsur pelaksana Urusan 

Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan 

Persandian yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang 

Kepala Dinas dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 
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b. Tugas dan Fungsi  

Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok 

membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang 

Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi 

kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada 

Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas 

Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, 

Statistik, dan Persandian; 

2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika, 

Statistik, dan Persandian; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Komunikasi dan 

Informatika, Statistik, dan Persandian; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan 

Informatika, Statistik, dan Persandian; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

c. Bagan Struktur Organisasi 

Berikut bagan struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten Majalengka : 
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1.2 Data Kepegawaian 

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia, Aparatur Sipil Negara di Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Majalengka per Tanggal 31 Desember Tahun 2025 

berjumlah 46 orang dengan rincian pada infografis sebagai berikut : 
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1.3 Isu Strategis  ( Stragic Issued ) 

Dengan memperhatikan kondisi Kabupaten Majalengka yang berada di 

wilayah pembangunan Metropolitan Cirebon Raya dari aspek geografis, 

pertumbuhan ekonomi, dinamika sosial, budaya dan politik yang sangat 

tinggi serta jumlah, kualifikasi dan potensi Pegawai Negeri Sipil di 

Kabupaten Majalengka dikaitkan dengan perkembangan Teknologi 

Informasi, maka dalam layanan komunikasi dan informasi terdapat 

beberapa isu strategis yang menjadi pertimbangan dalam menyusun 

Renstra Dinas Komunikasi dan Informasi antara lain : 

1. Keterbukaan Informasi Publik 

Informasi Publik memiliki makna segala informasi yang dihasilkan, 

disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik 

yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara 

dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya 

yang berkaitan dengan kepentingan publik. Sesuai Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik, reformasi dalam NKRI membawa perubahan dalam 

sistem pemerintahan negara yang ditandai dengan adanya tuntutan 

tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang 

mensyaratkan ditetapkannya prinsip-prinsip akuntabilitas, 

transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijkan 

publik. Hak untuk mendapatkan informasi merupakan hak asasi 

manusia untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. 

Keterbukaan informasi publik mempunyai makna yang luas, karena 

semua pengelolaan badan/instansi publik harus 

dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Maka semua badan 

/instansi publik berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik 

secara terbuka kepada masyarakat. Tujuan dari undang-undang 

tersebut adalah untuk meningkatkan kemampuan instansi publik 

negara dalam memberikan informasi kepada Masyarakat, sekaligus 
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guna mencerdaskan Masyarakat dalam tatanan kehidupan berbangsa 

dan bernegara yang baik. 

Dalam implementasinya, membutuhkan kesiapan yang cukup 

memadai bagi kesiapan instansi publik yang akan memberikan layanan 

informasi publik. Karena selain diperlukannya aturan teknis yang lebih 

jelas mengatur hal ini, juga diperlukan adanya kesiapan masyarakat 

untuk mengetahui hak memperoleh informasi publik, diperlukan 

adanya pemahaman dan edukasi undang-undang tersebut baik kepada 

kalangan masyarakat maupun bagi instansi publik yang melakukan 

pelayanan publik itu sendiri. 

Sehubungan dengan hal tersebut, Keterbukaan Informasi Publik 

searah dengan Sasaran Strategis “Meningkatnya Keterbukaan 

Informasi Publik”, sasaran tersebut diarahkan untuk mendorong 

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan 

partisipatif melalui peningkatan kualitas layanan informasi publik. 

Selain itu sasaran ini juga menjadi landasan bagi pelaksanaan berbagai 

program dan kegiatan yang bertujuan meningkatkan ketersediaan, 

aksesibilitas, dan pemanfaatan informasi publik oleh masyarakat, 

sehingga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan 

daerah dapat terus ditingkatkan 

 

2. Komitmen terhadap e-development 

Di era globalisasi, teknologi informasi berperan sangat penting. 

Kemajuan yang pesat dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi di 

Negara-Negara maju karena didukung oleh sistem informasi yang 

mapan. Sebaliknya sistem informasi yang lemah di Negara berkembang, 

termasuk Indonesia, mengakibatkan keterbelakangan dalam 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Informasi merupakan 

modal utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

yang menjadi senjata pokok untuk membangun negara/wilayah. 



 

 

 

 

 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB MAJALENGKA  12 

 

 

 

Sehingga apabila ingin tetap eksis dalam persaingan global, maka 

penguasaan terhadap informasi adalah mutlak perlu. Pun demikian 

dengan kecepatan dan ketepatan informasi, karena cepatnya 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi begitu berpacu dengan 

adanya informasi yang lebih baru. Perkembangan teknologi informasi 

di Kabupaten Majalengka memerlukan komitmen dari semua pihak, 

terutama aparatur pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan 

masyarakat luas sebagai stakeholder. Membangun sistem informasi 

dan komunikasi, merupakan proses dinamis yang berkesinambungan 

dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Sistem yang telah 

terbangun menjadi bagian integral dalam pembangunan itu sendiri 

untuk semakin memberikan nilai yang lebih bagi pemilik teknologi itu 

sendiri. Peningkatan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana 

untuk selalu mampu menyeimbangkan diri dengan perkembangan 

teknologi informasi menjadi bagian terpenting dalam membangun 

sistem informasi pemerintah yang berhasil dan bermanfaat bagi 

birokrasi dan Pemerintah. 

Sejalan dengan hal tersebut komitmen terhadap e- Development searah 

dengan Sasaran Strategis “Terintegrasinya Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong pelayanan publik lebih 

cepat dan efisien”, sasaran tersebut diarahkan untuk mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang modern, adaptif, dan berbasis 

teknologi informasi. Integrasi SPBE diharapkan mampu menghilangkan 

duplikasi sistem, meningkatkan keterpaduan data dan layanan antar 

perangkat daerah, mempercepat proses pelayanan publik, serta 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja birokrasi. Dengan 

terintegrasinya SPBE, pelayanan publik di Kabupaten Majalengka 

diharapkan menjadi lebih responsif, transparan, dan berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat. 
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Namun demikian, di tengah percepatan transformasi digital dan 

penguatan e-Development, terdapat tantangan serius yang perlu 

diantisipasi, yaitu potensi penyalahgunaan data serta maraknya 

penyebaran informasi palsu (hoax) di ruang digital. Keterbukaan akses 

informasi dan meningkatnya penggunaan sistem elektronik dalam tata 

kelola pemerintahan membuka peluang terjadinya kebocoran data, 

serangan siber, manipulasi informasi, serta pemanfaatan data secara 

tidak sah apabila tidak diimbangi dengan sistem pengamanan yang 

memadai. 

Penyalahgunaan data, khususnya data pemerintahan dan data pribadi 

masyarakat, dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan publik 

terhadap pemerintah daerah, terganggunya stabilitas pelayanan publik, 

serta munculnya risiko hukum dan reputasi institusi. Di sisi lain, 

penyebaran hoax dan disinformasi dapat memicu kesalahpahaman 

kebijakan, keresahan sosial, hingga menghambat efektivitas program 

pembangunan daerah. Dalam konteks pemerintahan berbasis 

elektronik, ancaman tersebut menjadi semakin kompleks karena 

seluruh proses administrasi, pelayanan, dan pengambilan keputusan 

sangat bergantung pada keandalan sistem dan validitas data. 

Oleh karena itu, penguatan sasaran “Meningkatnya Keamanan 

Informasi” menjadi sangat strategis sebagai upaya memastikan 

kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pemerintah 

daerah. Keamanan informasi tidak hanya berorientasi pada aspek 

teknis pengamanan sistem, tetapi juga mencakup peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia, penerapan standar persandian, 

manajemen risiko keamanan siber, serta penguatan budaya sadar 

keamanan informasi di lingkungan perangkat daerah. 

Selain itu, sasaran “Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral dalam 

Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” menjadi pelengkap 

yang tidak terpisahkan dari agenda e-Development. Statistik sektoral 
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yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan 

merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan berbasis data 

(evidence-based policy). Ketersediaan data yang valid dan terverifikasi 

juga menjadi instrumen penting dalam menangkal hoax dan 

disinformasi, karena pemerintah daerah memiliki rujukan data resmi 

yang dapat disampaikan secara cepat dan tepat kepada publik. 

Dengan demikian, penguatan keamanan informasi dan peningkatan 

kualitas statistik sektoral bukan hanya menjadi aspek teknis 

pendukung SPBE, tetapi merupakan elemen strategis dalam menjaga 

keberlanjutan e-Development. Kedua sasaran tersebut melengkapi 

integrasi SPBE agar tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga aman, 

terpercaya, akuntabel, serta mampu meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam 

penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. 

 

1.4. Sistematika Pelaporan  

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka Tahun 2025  

adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan tentang gambaran umum dan isu 

strategis yang terjadi. 

Bab II Perencanaan Kinerja 

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang terdiri dari 

visi, misi, tujuan, sasaran dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. 

Bab III Akuntabilitas Kinerja 

Bab ini menyajikan uraian mengenai Capaian Kinerja Organisasi, 

dan Realisasi Anggaran untuk mencapai tingkat kinerja organisasi 

Bab IV Penutup 
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Bab ini merupakan kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, 

saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya. 

Lampiran 

Lampiran ini berisi Perjanjian Kinerja, Bukti Penyebaran LKIP 

kepada seluruh pegawai di lingkup Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kab.Majalekngka, Dokumentasi pemberian penghargaan 

bagi pegawai dengan kinerja terbaik, pencapaian atau prestasi (jika 

ada)  serta SK Tim Penyusun LKIP. 
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BAB. II  PERENCANAAN KINERJA 

 
2.1. Rencana Strategis  

Berdasarkan Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan 

Informatika Tahun 2024-2026, disusun tujuan, sasaran dan indikator 

sebagai berikut: 

Tujuan 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik 

Meningkatkan Intregrasi SPBE Perangkat Daerah 

Meningkatkan Keamanan Informasi Pemerintahan yang terkoneksi 

Meningkatkan Kualitas Data dan Informasi bahan penyusunan 

Perencanaan Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan 

 

Sasaran 

Meningkatnya keterbukaan informasi publik 

Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat dan 

efisien 

Meningkatnya Keamanan Informasi 

Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

 

Indikator 

Indeks Keterbukaan Informasi Publik 

Indeks Kematangan SPBE 

Indeks KAMI 

Indeks Pembangunan Statistik 
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2.2. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 

Berikut tabel Perjanjian Kinerja selama tiga tahun dengan target sebelum 

dan setelah perubahan:  

No Tujuan Sasaran Indikator Satuan Target Sebelum 

Perubahan 

Target Setelah 

Perubahan 

 

1 

 

Meningkatkan 

Kualitas 

Pelayanan 

Informasi 

Publik 

Meningkatnya 

keterbukaan 

informasi publik 

Indeks 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik 

 

 

Nilai 

2024 

 

85 

2025 

 

90 

2026 

 

95 

2024 

 

85 

2025 

 

90 

2026 

 

95 

2 Meningkatkan 

Intregrasi 

SPBE 

Perangkat 

Daerah 

Terintegrasinya 

SPBE yang 

mendorong 

pelayanan 

publik lebih 

cepat dan efisien 

Indeks 

Kematangan 

SPBE 

Nilai 3,00 3,50 3,65 2,89 3,50 3,65 

3 Meningkatkan 

Keamanan 

Informasi 

Pemerintahan 

yang 

terkoneksi 

Meningkatnya 

Keamanan 

Informasi 

Indeks KAMI Nilai 450 475 500 450 505 510 

4 Meningkatkan 

Kualitas Data 

dan Informasi 

bahan 

penyusunan 

Perencanaan 

Pembangunan 

dan Evaluasi 

Pembangunan 

Meningkatnya 

kualitas layanan 

statistik sektoral 

dalam rangka 

penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Daerah 

Indeks 

Pembangunan 

Statistik 

Nilai 2,80 3,00 3,10 2,80 3,00 3,10 

 

Target Tahun 2024 pada sasaran Terintegrasinya SPBE yang 

Mendorong Pelayanan Publik Lebih Cepat dan Efisien mengalami 

perubahan dikarenakan adanya penyesuaian target kinerja sebagai 

bentuk tindak lanjut atas reviu dokumen perencanaan oleh 

Bappedalitbang dengan melibatkan Bagian Organisasi Setda Kabupaten 

Majalengka pada saat penyusunan perubahan target tersebut. 
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Target Tahun 2025 pada sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi 

mengalami perubahan dikarenakan adanya penyesuaian target kinerja 

sebagai bentuk tindak lanjut atas reviu dokumen perencanaan oleh 

Bappedalitbang. Hal ini membuat target tersebut perlu disesuaikan 

kembali dari 475 point menjadi 505 point  atau mengalami kenaikan 

sebesar 30 poin. Perubahan target tersebut didasarkan pada tren realisasi 

Indeks KAMI dalam tiga tahun terakhir yang secara rata-rata 

menunjukkan kenaikan sebesar 16,5 poin. Dengan mempertimbangkan 

tren peningkatan tersebut serta upaya penguatan tata kelola keamanan 

informasi yang terus dilakukan, maka Perjanjian Kinerja Tahun 2025 

mengalami perubahan sebagai berikut: 

 

Perjanjian Kinerja Sebelum Perubahan Tahun 2025 

 

 

 

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Utama 

Target 

1 Meningkatnya Keterbukaan 

Informasi Publik  

Indeks 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

    90 Nilai 

2 Terintegrasinya SPBE yang 

mendorong pelayanan publik 

lebih cepat dan efisien 

Indeks 

Kematangan SPBE 

    3,50 Nilai 

3 Meningkatnya Keamanan 

Informasi 

Indeks KAMI     475 Nilai 

4 Meningkatnya kualitas layanan 

statistik sektoral dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah 

Indeks 

Pembangunan 

Statistik 

   3,00 Nilai 
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Perjanjian Kinerja Setelah Perubahan Tahun 2025 

NO Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Utama 

Target 

1 Meningkatnya Keterbukaan 

Informasi Publik  

Indeks 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

  90 Nilai 

2 Terintegrasinya SPBE yang 

mendorong pelayanan publik 

lebih cepat dan efisien 

Indeks 

Kematangan SPBE 

  3,50 Nilai 

3 Meningkatnya Keamanan 

Informasi 

Indeks KAMI   505 Nilai 

4 Meningkatnya kualitas layanan 

statistik sektoral dalam rangka 

penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah 

Indeks 

Pembangunan 

Statistik 

  3,00 Nilai 
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2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025 

  Untuk mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian 

Kinerja Tahun 2025, ditetapkan Rencana Anggaran Dinas 

Komunikasi dan Informtika Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang 

terdiri dari: 

No Program Rencana 

Anggaran 

Persentase 

1 2 3 4 

1 Program Informasi 
dan Komunikasi 
Publik 

1.018.393.509 14,95 % 

2 Program Aplikasi 
Informatika 

102.000.000 1,49 % 

3 Pogram 
Penyelenggaraan 

Statistik Sektoral 

72.000.000 1,06 % 

4 Program 

Penyelenggaraan 

Persandian Untuk 

Pengamanan 

Informasi 

 

 
 

305.500.000 

 

 

 

4,49 % 

5 Program Urusan 

Penunjang 

Pemerintahan 

Daerah Kabupaten 

/ Kota  

 

5.312.701.539 

 

78,01 % 

Jumlah  6.810.595.048 100 
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Sisipkan pembatas BAB 3
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BAB III AKUNTABILITASI KINERJA 

 

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Majalengka tercermin dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang 

terdapat dalam Renstra. Capaian Kinerja tersebut merupakan hasil 

dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, 

program dan kegiatan termasuk inovasi serta penggunaan sumber 

daya yang efektif dan efisien. Berdasarkan hasil pengukuran capaian 

kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka 

Pada Tahun 2025 rata-rata sebesar 101,25%, sebanyak 3 Indikator 

mencapai kinerja 100% atau lebih dan sebanyak 1 Indikator tidak 

mencapai 100 %  

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2025 

No Sasaran Strategis Indikator 
Kinerja 

Utama 

Target Realisasi Capaian 

1 Meningkatkan 

Keterbukaan Informasi 

Publik   

Indeks 

Keterbukaan 

Informasi Publik  

90 90 100% 

2 Terintegrasinya SPBE 

yang mendorong 

pelayanan publik lebih 

cepat dan efisien 

Indeks 

Kematangan 

SPBE 

3,50 3,91 112% 

3 Meningkatnya 

Keamanan Informasi 

Indeks KAMI 505 508  101 % 

4 Meningkatnya kualitas 

layanan statistik 

sektoral dalam rangka 

penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah 

Indeks 

Pembangunan 

Statistik 

3,00 2,75  92 % 
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3.2 Analisis Capaian Kinerja 

Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Keterbukaan Informasi 

Publik 

Untuk menjawab isu strategis terkait Keterbukaan Informasi Publik 

guna mencapai tujuan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi 

Publik maka diperlukan upaya-upaya yang dapat mendukung 

terwujudnya sistem layanan informasi publik yang 

transparan,akuntabel, mudah diakses, dan responsif terhadap 

kebutuhan masyarakat yang diwujudkan dengan ditetapkannya 

sasaran startegis Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik.  

Keterbukaan Informasi Publik merupakan penyelenggaraan 

pelayanan informasi oleh badan publik yang memberikan akses 

seluas-luasnya kepada masyarakat terhadap informasi publik 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna menjamin 

hak warga negara untuk mengetahui proses pengambilan kebijakan 

publik serta mendorong partisipasi dan akuntabilitas pemerintahan 

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

Keterbukaan Informasi Publik adalah tingkat ketersediaan dan 

kemudahan akses informasi publik yang dikelola dan diumumkan 

oleh Pemerintah Daerah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan 

Dokumentasi (PPID), yang diukur berdasarkan: 

1. Ketersediaan informasi yang wajib diumumkan secara berkala. 

2. Ketersediaan informasi yang diumumkan secara serta-merta. 

3. Ketersediaan informasi yang tersedia setiap saat. 

4. Kecepatan dan ketepatan waktu pelayanan permohonan 

informasi publik. 

5. Tingkat penyelesaian pengaduan/sengketa informasi. 

Indikator ini menggambarkan sejauh mana perangkat daerah 

mampu menyediakan informasi yang akurat, mutakhir, dan dapat 

diakses melalui berbagai kanal layanan (website resmi, media 

sosial, layanan tatap muka, dan aplikasi pengaduan). Indeks 
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Keterbukaan Informasi Publik Daerah didapat melalui formulasi 

perhitungan 80% nilai saq+20% nilai uji publik= 100I. Sumber 

data yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran 

strategis ini antara lain: 

• Laporan Tahunan PPID Utama dan PPID Pembantu. 

• Rekapitulasi permohonan informasi publik. 

• Data pelayanan pengaduan (SP4N-LAPOR dan kanal pengaduan 

daerah). 

• Hasil monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 

oleh Komisi Informasi. 

• Dokumentasi publikasi pada website resmi Pemerintah Daerah 

dan media komunikasi lainnya 
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INDIKATOR 1 

Indeks Keterbukaan Informasi Publik 

 

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025 

Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi Capaian 

Kinerja 

Meningkatnya 

Keterbukaan 
Informasi Publik 

Indeks 

Keterbukaan 
Informasi 
Publik  

90 90 100% 

 
Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kebupaten Majalengka pada Tahun 2025 

telah mencapai target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 90 poin dari 

target 90 poin, atau tingkat capaian 100%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa 

keterbukaan informasi publik di Kabupaten Majalengka berada pada kategori 

Informatif. Realisasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini disampaikan 

melalui Surat Keputusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 

006/SK/KI-JBR/XI/2025 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan 

Informasi Publik Tahun 2025, yang terbit pada tanggal 25 November 2025. 

 

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Tahun 2025 

Realisasi 

Tahun 

2024 

Peningkatan 

Meningkatnya 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik  

Indeks 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik  

90 Poin 78,92 Poin > 11,08 Poin  

 

Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Realisasi dan 

Capaian Tahun 2024 menunjukkan adanya peningkatan kinerja keterbukaan 

informasi publik. Secara realisasi, Tahun 2025 lebih tinggi sebesar 11,08  
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poin dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024. Secara capaian, Tahun 2025 

lebih tinggi sebesar 7,70% dibandingkan dengan capaian Tahun 2024.  

Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Capaian 

Tahun 

2025 

Capaian 

Tahun 

2024 

Peningkatan 

Meningkatnya 

Keterbukaan 

Informasi Publik  

Indeks 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik  

 

100% 92,85% >7,70 % 

 

Hal ini disebabkan oleh meningkatnya efektivitas pelaksanaan program 

keterbukaan informasi publik, yang ditunjukkan melalui pemenuhan 

target indikator secara optimal, penguatan peran PPID Utama dan PPID 

Pelaksana, peningkatan kualitas layanan dan respon permohonan 

informasi publik, serta konsistensi pembinaan dan evaluasi internal yang 

mendorong peningkatan kinerja secara berkelanjutan. 

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

2025 

Target 

Akhir 

Renstra 

Hasil 

Perbandingan 

Meningkatnya 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik 

 

Indeks 

Keterbukaan 

Informasi Publik 

90 95 95% 

 

Realisasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2025 sebesar 

90 poin atau mencapai 95% dari target akhir Renstra sebesar 95 poin. 

Meskipun menunjukkan kinerja yang baik dan berada pada kategori tinggi, 

capaian tersebut masih terdapat selisih 5 poin (5,26%) dari target yang 
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telah ditetapkan, sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas layanan 

informasi publik secara berkelanjutan agar target akhir Renstra dapat 

terpenuhi secara optimal. 

4. Perbandingan Realisasi Tahun 2025 dengan Realisasi Provinsi Jawa 

Barat 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

2025 

Rata-rata 

Provinsi 

Hasil 

Perbandingan 

Meningkatnya 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik 

Indeks 

Keterbukaan 

Informasi 

Publik 

 

90 98,17 > 0,92 

 

Apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian Indeks Keterbukaan 

Informasi Publik (IKIP) Provinsi Jawa Barat, nilai IKIP Kabupaten 

Majalengka masih berada sedikit di bawah rata-rata provinsi, dengan selisih 

sebesar 0,92 poin. 

Meskipun demikian, capaian tersebut menunjukkan tren yang sangat 

positif. Indeks Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Majalengka 

mengalami peningkatan signifikan dari kategori “Cukup Informatif” 

menjadi “Informatif”, dengan nilai capaian sebesar 90. 

Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan tata kelola layanan 

informasi publik. 

 

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan, upaya yang telah dilakukan 

dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya 

A. Meningkatnya Pelayanan Informasi 

Pelayanan informasi pada Dinas Komunikasi dan Informasi Publik 

merupakan pelayanan yang bertujuan untuk menjamin 

terpenuhinya hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik 

secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-
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Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 

Publik. Terdapat dua hal yang mendukung langsung pada 

peningkatan pelayanan informasi yaitu meningkatnya 

penyebarluasan informasi publik dan meningkatnya kemitraan 

penyebarluasan informasi. 

Penyebarluasan informasi publik dilakukan melalui upaya-upaya 

sebagai berikut: 

a. Terinformasikannya Program Pemerintah kepada Masyarakat 

melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial 

Pada Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika telah 

menginformasikan kepada masyarakat sebanyak 120 informasi. 

Program pemerintah yang diinformasikan kepada masyarakat 

diantaranya informasi terkait kegiatan pemerintah dan program 

pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten 

Majalengka melalui media sosial Instagram Dinas Komunikasi dan 

Informatika Kabupaten Majalengka dengan akun 

diskominfo.majalengka, website Pemerintah Kabupaten 

Majalengka dengan alamat websitenya 

https://majalengkakab.go.id/news/ dan media elektronik berupa 

Radio Radika 99.8 FM. Diharapkan dengan adanya publikasi 

informasi terkait program pemerintah ini masyarakat dapat 

mengetahui program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Majalengka dalam rangka melaksanakan keterbukaan 

informasi publik. Kegiatan tersebut didukung oleh Program 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 

Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp. 218.921.350 yang 

bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. 

 

 

 

 

 

https://majalengkakab.go.id/news/
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Website 

 

 

 

 

 

 

 

Media Sosial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tersusunnya Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang 

Dikecualikan 

Daftar Informasi Publik (DIP) merupakan daftar yang memuat 

seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaan 
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Pemerintah Kabupaten Majalengka yang wajib disediakan dan 

diumumkan kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan 

keterbukaan informasi publik. Daftar Informasi yang Dikecualikan 

(DIK) adalah daftar yang memuat informasi publik tertentu yang 

tidak dapat diberikan kepada masyarakat karena bersifat rahasia, 

yang penetapannya didasarkan pada pengujian konsekuensi serta 

pertimbangan kepentingan yang lebih besar sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Kegiatan tersebut didukung oleh 

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah Kabupaten  dengan tidak beranggaran. 

Informasi yang dikecualikan umumnya terkait dengan data dan 

dokumen yang mengandung rahasia negara atau jabatan, proses 

penegakan hukum yang masih berjalan, perlindungan data 

pribadi, serta kepentingan strategis pemerintah. Informasi 

tersebut dikecualikan karena apabila dibuka kepada publik 

dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih besar serta 

mengganggu kepentingan umum, keamanan, dan ketertiban. 

Pada Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika melalui 

Bidang Informasi dan Keterbukaan Publik telah menyusun Daftar 

Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada 9 

Perangkat Daerah. Penyusunan kedua daftar ini bertujuan untuk 

memberikan kejelasan mengenai informasi yang terbuka dan 

yang dikecualikan, serta bermanfaat sebagai pedoman pelayanan 

informasi publik dan memudahkan masyarakat dalam 

mengakses informasi. 

• Bupati Majalengka menerbitkan Surat Edaran sebagai 

pedoman penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar 

Informasi yang Dikecualikan (DIK) guna mendukung tertib 

administrasi keterbukaan informasi publik. 
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● PPID Kabupaten Majalengka melaksanakan kegiatan bersurat 

kepada Perangkat Daerah untuk penyusunan dan 

penyampaian Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar 

Informasi yang Dikecualikan (DIK) sebagai dasar keterbukaan 

informasi publik. 

 

 

● Sebagai tindak lanjut tersusunnya Daftar Informasi Publik 

(DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK), PPID 

Kabupaten Majalengka mempublikasikan DIP dan DIK melalui  

website resmi PPID. 

 

 



 

     
 

 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB MAJALENGKA  34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Pemerintah Kabupaten Majalengka meraih penghargaan 

Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat Kabupaten 

Informatif, sebagai hasil komitmen dalam meningkatkan tata 

kelola layanan informasi publik dan penguatan peran PPID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan tersebut didukung oleh program Pengeloaan Informasi 

dan Komunikasi Publik dengan anggaran sebesar Rp 181.500.000 

yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka 

 

c. Terlayaninya Permohonan Informasi melalui PPID 

PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) merupakan 

pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan 

pelayanan informasi publik. Prosedur pelayanan permohonan 

informasi melalui PPID dimulai dari pengajuan permohonan 
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informasi oleh masyarakat, baik secara langsung maupun 

melalui media daring. Permohonan tersebut kemudian dicatat 

dan diverifikasi oleh PPID, dilanjutkan dengan proses 

penelusuran dan penyiapan informasi yang dimohon. 

Selanjutnya PPID memberikan jawaban atau informasi kepada 

pemohon sesuai jangka waktu yang ditetapkan, atau 

menyampaikan penolakan disertai alasan apabila informasi 

termasuk yang dikecualikan. 

Pada Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika telah 

menerima permohonan informasi sebanyak 8 permohonan dan 

ditindaklanjuti sebanyak 8 permohonan. Permohonan informasi 

yang masuk sebagian besar berkaitan dengan permintaan 

informasi publik, klarifikasi layanan administrasi pemerintahan, 

serta akses terhadap data dan dokumen resmi pemerintah. 

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Informasi 

dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten  dengan 

anggaran sebesar Rp. 15.500.000 yang bersumber dari APBD 

Kabupaten Majalengka. 
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Peningkatan kemitraan penyebarluasan informasi dilakukan melalui 

upaya-upaya: 

a. Tersedianya Data Insan Media dan Data Media 

Data insan media merupakan individu-individu yang bekerja 

secara professional di bidang media massa. Data ini mencakup 

berbagai profesi dan ekosistem media antara lain 

wartawan/jurnalis, kepala biro, dan pimpinan redaksi sedangkan 

data media merupakan kumpulan informasi legalitas dan profil 

perusahaan media massa yang menjadi mitra penyebaran 

informasi publik. Pada Tahun 2025 terdapat 340 insan media  dan 

102 media online, 45 media cetak dan 9 media TV yang ada di 

Kabupaten Majalengka. Pendataan ini bertujuan untuk data base 

insan media yang berada di Kabupaten Majalengka dan 

bermanfaat untuk memudahkan dalam menyebar informasi atau 

press release secara insan melalui basis data kontak yang 

terorganisir. Kegiatan tersebut didukung oleh Program 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 

Kabupaten  dengan tidak beranggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

b. Terbinanya Insan Media  

Pada Tahun 2025 telah dilaksanakan pembinaan terhadap insan 

media terkait penyampaian informasi publik sebanyak 1 kali pada 

tanggal 25 Maret 2025 dilaksanakan di Gedung Yudha dihadiri 

oleh 300 orang dengan narasumber langsung oleh Bupati 
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Majalengka Bapak Drs. H. Eman Suherman, MM. Pembinaan ini 

bertujuan untuk menciptakan kemitraan strategis yang 

profesional, meminimalkan penyebaran disinformasi (hoax) dan 

penyelarasan agenda pembangunan. Dalam kegiatan ini juga 

dilaksanakan pembagian kadeudeuh dalam bentuk sembako 

untuk insan media. Kegiatan tersebut didukung oleh Program 

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah 

Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp 80.000.000 yang 

bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tersedianya Data Kelompok Informasi Masyarakat yang Aktif dan 

TerdataKelompok Informasi Masyarakat adalah lembaga layanan 

publik yang dibentuk dan dikelola oleh, dari, dan untuk 

masyarakat secara mandiri dan kreatif. Sebagai upaya 

memperkuat informasi di masyarakat, kami telah melakukan 

pendataan kelompok informasi masyarakat (KIM) yang aktif. 

Jumlah kelompok informasi 

masyarakat (KIM) yang aktif 

di Kabupaten Majalengka 

sebanyak 23 kelompok 

yang tersebar di berbagai 

wilayah di Kabupaten 

Majalengka. Hal ini 

dilakukan agar kelompok 

informasi masyarakat ini 
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berperan sebagai agen komunikasi dua arah yang 

menghubungkan kebijakan pemerintah dengan kebutuhan 

masyarakat secara aktual dan faktual. Kegiatan tersebut didukung 

oleh Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik 

Pemerintah Daerah Kabupaten dengan tidak beraanggaran. 

B. Meningkatnya Pelayanan Pengaduan  

Pelayanan pengaduan bertujuan untuk menyediakan sarana bagi 

masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, keluhan, dan 

kondisi darurat, agar dapat ditangani secara cepat, tepat, dan 

akuntabel. Pelayanan pengaduan dilaksanakan melalui dua kanal 

utama, yaitu layanan Quick Response System Call Center 112 dan 

layanan pengaduan SP4N-LAPOR!. 

Layanan Call Center 112 difungsikan untuk penanganan kondisi 

kedaruratan yang memerlukan respons cepat lintas perangkat 

daerah, sedangkan pelayanan pengaduan melalui SP4N-LAPOR! 

berfokus pada penyampaian pengaduan dan aspirasi masyarakat 

terkait pelayanan publik. 

Terdapat dua hal yang mendukung langsung pada peningkatan 

pelayanan pengaduan, yaitu meningkatnya pelayanan  pengaduan 

melalui quick response system serta meningkatnya pelayanan  

pengaduan melalui SP4N LAPOR. Pelayanan Pengaduan melalui 

quick response sistem dilakukan melalui upaya-upaya sebagai 

berikut: 

a. Terlayaninya Pengaduan Masyarakat Melalui Call Center 112 

Terlayaninya pengaduan masyarakat melalui Majalengka Call 

Center 112 merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten  

Majalengka dalam memberikan layanan pengaduan dan 

penanganan kondisi darurat yang cepat dan responsif. Layanan ini 

dikelola oleh petugas call taker yang bertugas menerima, 
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mencatat, dan menindaklanjuti setiap panggilan masyarakat 

selama Tahun 2025 melalui sistem panggilan darurat 112. 

Selama Tahun 2025, tercatat sebanyak 23.058 telepon masuk, 

yang merupakan seluruh panggilan masyarakat baik yang 

terjawab maupun tidak terjawab oleh sistem. Dari jumlah tersebut, 

terdapat 8.640 panggilan interaksi dan eskalasi, yaitu panggilan 

yang berhasil direspons oleh call taker, termasuk panggilan yang 

memerlukan tindak lanjut penanganan kejadian darurat. Interaksi 

tersebut mencakup berbagai jenis panggilan, antara lain ghost call, 

prank call, private number call, wrong number call, serta panggilan 

yang benar-benar berkaitan dengan peristiwa atau kejadian 

darurat yang perlu dikoordinasikan dengan perangkat daerah dan 

unsur terkait. 

Berdasarkan hasil rekapitulasi, ghost call atau panggilan tanpa 

respons suara tercatat sebanyak 751 panggilan, sedangkan prank 

call atau panggilan tidak valid tercatat sebanyak 711 panggilan. 

Meskipun demikian, seluruh panggilan yang masuk tetap dilayani 

dan dicatat sebagai bagian dari pengelolaan pengaduan 

masyarakat, guna memastikan tidak adanya potensi laporan 

darurat yang terabaikan. 

Pengelolaan Call Center 112 ini bertujuan untuk memastikan 

setiap pengaduan dan laporan kedaruratan masyarakat dapat 

diterima, diverifikasi, dan ditindaklanjuti secara cepat, tepat, dan 

terkoordinasi. Rekapitulasi data panggilan digunakan sebagai 

bahan evaluasi peningkatan kualitas layanan, penguatan 

kapasitas petugas, serta pengendalian efektivitas pelayanan 

pengaduan masyarakat melalui layanan darurat 112. Kegiatan 

tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Informasi dan 

Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten dengan 

anggaran sebesar Rp. 166.000.000 yang bersumber dari APBD 

Kabupaten Majalengka. 
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Pelayanan pengaduan melalui SP4N LAPOR dilakukan melalui upaya-

upaya sebagai berikut: 

a. Tersalurkannya aduan masyarakat kepada Perangkat Daerah 

Pengelolaan aduan masyarakat melalui SP4N-LAPOR! 

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan 

menyalurkan setiap aduan yang masuk kepada Perangkat Daerah 

yang berwenang sesuai substansi laporan. Penyaluran aduan 

dilakukan secara berkelanjutan sepanjang tahun melalui sistem 

SP4N-LAPOR!, dan diperkuat dengan koordinasi serta komunikasi 

aktif antar admin OPD melalui grup WhatsApp khusus pengelola 

SP4N-LAPOR!. Kegiatan ini bertujuan agar setiap aduan 
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masyarakat dapat ditindaklanjuti secara tepat sasaran, cepat, dan 

akuntabel. Mekanisme penyaluran aduan dibuktikan melalui 

disposisi pada sistem SP4N-LAPOR! yang terdokumentasi dalam 

bentuk tangkapan layar, serta didukung dengan penyusunan tabel 

rekapitulasi penyaluran aduan sebagai alat pemantauan dan 

pengendalian tindak lanjut aduan masyarakat. Kegiatan tersebut 

tidak beranggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tersalurkannya Informasi Desiminasi SP4N LAPOR 

Diseminasi informasi SP4N-LAPOR! dilaksanakan oleh Pemerintah 

Kabupaten Majalengka melalui media sosial Instagram 

@ppidlapormajalengka serta melalui kegiatan sosialisasi langsung 

kepada masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan secara 

berkelanjutan sepanjang tahun sebagai upaya meningkatkan 

pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyampaian 
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pengaduan dan pemanfaatan kanal resmi SP4N-LAPOR!. 

Diseminasi melalui media sosial dimanfaatkan sebagai sarana 

penyebarluasan informasi yang mudah diakses dan menjangkau 

masyarakat luas, sementara sosialisasi langsung dilakukan untuk 

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. Selain itu, 

setiap Perangkat Daerah diarahkan untuk turut mempublikasikan 

informasi SP4N-LAPOR! melalui media sosial masing-masing. 

Upaya tersebut bertujuan agar informasi SP4N-LAPOR! 

tersalurkan secara luas dan mendorong partisipasi aktif 

masyarakat dalam pengawasan pelayanan publik. Kegiatan 

tersebut tidak beranggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Terdatanya Narahubung SP4N LAPOR di Perangkat Daerah 

Narahubung SP4N-LAPOR! pada masing-masing Perangkat 

Daerah telah didata dan dihimpun sebagai bagian dari 

penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat. Narahubung 

yang telah ditetapkan selanjutnya dimasukkan ke dalam grup 

WhatsApp admin SP4N-LAPOR! sebagai sarana koordinasi dan 
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komunikasi. Pendataan ini dilaksanakan untuk memastikan 

setiap Perangkat Daerah memiliki penanggung jawab yang jelas 

dalam menindaklanjuti aduan masyarakat. Data narahubung 

tersebut dimanfaatkan untuk mempermudah koordinasi, 

mempercepat penyaluran dan tindak lanjut aduan, serta 

menjamin komunikasi yang efektif antara pengelola SP4N-

LAPOR! dan Perangkat Daerah. Kegiatan tersebut tidak 

beranggaran. 

Adapun upaya di tahun mendatang yang akan dilaksanakan 

dalam upaya meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 

di Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut : 

a. Meningkatkan penyampaian informasi program pemerintah 

kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, media 

online, dan medsos. 

b. Memperbarui Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang 

dikecualikan. 

c. Meningkatkan pelayanan permohonan informasi melalui PPID 

d. Memperbarui data insan media dan data media 

e. Meningkatkan pembinaan insan media tentang penyampaian 

informasi publik 

f. Memperbarui data kelompok informasi masyarakat yang aktif 

dan terdata 

g. Meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat melalui Call 

Center 112 

h. Meningkatkan penyaluran aduan masyarakat kepada perangkat 

daerah 

i. Meningkatkan penyaluran informasi diseminasi SP4N LAPOR 

j. Memperbarui data narahubung SP4N LAPOR di perangkat 

daerah 
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6. Program yang Menunjang Keberhasilan  

No. Program Pengampu Anggaran( RP )  

 

1 Program 

Pengelolaan 
Informasi dan 

Komunikasi 
Publik 

Kepala Bidang 

Informasi dan 
Komunikasi 

Publik 

 

Rp1.018.393.509,00 

 

7. Efisiensi  

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks 

Keterbukaan Informasi Publik pada sasaran Meningkatnya Keterbukaan 

Informasi Publik adalah 0,59% atau Rp6.042.869, dari Pagu Anggaran 

Rp1.018.393.509 dengan realisasi Rp1.012.350.640. 

 

Sasaran 2 Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik 

Lebih Cepat dan Efisien 

 

Untuk menjawab isu strategis terkait kematangan Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mencapai tujuan 

terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat 

dan efisien, maka diperlukan upaya-upaya yang dapat mendukung 

terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 

terintegrasi, interoperabel, aman, dan berorientasi pada pelayanan 

publik berbasis digital sesuai kebijakan Nasional SPBE. 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sistem 

penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi secara terintegrasi untuk mendukung 

tata kelola dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, 

dan akuntabel, adapun nilai hasil evaluasi tingkat kematangan 

penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di 

Pemerintah Daerah mencakup : 

• Domain Kebijakan SPBE 
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• Domain Tata Kelola SPBE 

• Domain Manajemen SPBE 

• Domain Layanan SPBE 

Evaluasi mengacu pada pedoman dari Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan 

Menteri PANRB tentang Evaluasi SPBE. Indeks ini menggambarkan 

tingkat integrasi sistem, kualitas layanan digital, efektivitas tata 

kelola TIK, serta efisiensi proses pemerintahan berbasis elektronik 

Indeks Kematangan SPBE dihitung melalui formulasi berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja 

sasaran strategis ini yaitu Leporan Hasil Evaluasi SPBE Nasional 

yang dirilis oleh Kementerian PANRB.  
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INDIKATOR 2 

Indeks Kematangan SPBE 

 
1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025 

Sasaran Strategis Indikator 
Kinerja 

Target Realisasi Capaian 
Kinerja 

Terintegrasinya 
SPBE yang 
mendorong 

pelayanan publik 
lebih cepat dan 

efisien 

Indeks 
Kematangan 
SPBE 

3.50 3.91 112% 

  

 

Indeks Kematangan SPBE pada Tahun 2025 mencapai target yang sudah 

ditetapkan dengan realisasi 3,91 dari target 3,50 atau tercapai sebesar 112%. 

Realisasi Indeks Kematangan SPBE ini disampaikan melalui Surat Keputusan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia Nomor B/76/M.PD.06/2025, Tentang Penyampaian Hasil 

Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025, yang 

dikeluarkan pada tangggal 31 Desember 2025. 

 

2.  Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 

2024 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
Tahun 
2025 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Peningkatan/ 
Penurunan 

Terintegrasinya 
SPBE yang 

mendorong 
pelayanan 
publik lebih 

cepat dan 
efisien 

Indeks 
Kematangan 

SPBE  

3,91 2,94 >1,33 

 
Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024, tingkat kematangan SPBE 

Kabupaten Majalengka mengalami peningkatan sebesar 1,33 poin, dari 2,94 

pada Tahun 2024 menjadi 3,91 pada Tahun 2025. Peningkatan ini didorong 

oleh penguatan kebijakan tata kelola SPBE, peningkatan kualitas layanan 

publik dan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, serta semakin 
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terintegrasinya sistem dan aplikasi antar perangkat daerah, sehingga 

mendorong pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien. Secara capaian juga 

Tahun 2025 lebih tinggi 10,10% jika dibandingkan dengan capaian Tahun 

2024.  

Sasaran Strategis Indikator 
Kinerja 

Capaian 
Tahun 
2024 

Capaian 
Tahun 
2025 

Peningkatan/ 
Penurunan 

Terintegrasinya 
SPBE yang 

mendorong 
pelayanan publik 

lebih cepat dan 
efisien 

Indeks 
Kematangan 

SPBE  
 

101.73% 112% 

  

>10,10% 

 

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

2025 

Target 

Akhir 
Renstra 

Hasil 

Perbandingan 

Terintegrasinya 
SPBE yang 
mendorong 

pelayanan 
publik lebih 

cepat dan 
efisien  

Indeks 
Kematangan 
SPBE 

3,91 3,50 >0,41 

Realisasi Indeks Kematangan SPBE pada Tahun 2025 sebesar 3,91 poin 

dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 3,50 poin. Dengan 

demikian, capaian kinerja telah melampaui target sebesar 0,41 poin atau 

melampaui target 11,71% dari target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan 

adanya percepatan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 

melalui penguatan kebijakan SPBE, optimalisasi layanan publik dan 

administrasi pemerintahan berbasis elektronik, serta meningkatnya 

integrasi aplikasi dan sistem informasi antar perangkat daerah, sehingga 

mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan efektivitas 

pelayanan publik. 
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4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Realisasi Nasional 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
2024 

Realisasi  
Nasional 

Hasil 
Perbandingan 

Terintegrasinya 
SPBE yang 

mendorong 
pelayanan 
publik lebih 

cepat dan 
efisien 

Indeks 
Kematangan 

SPBE  

3,91 3,23 <0.68 

 

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 3,23, capaian 

Indeks Kematangan SPBE Kabupaten Majalengka menunjukkan kinerja 

yang lebih baik. Kabupaten Majalengka memperoleh nilai 3,91, atau lebih 

tinggi 0,68 poin di atas rata-rata nasional. 

Secara kategori, nilai rata-rata nasional sebesar 3,23 telah berada pada 

kategori Baik, sedangkan capaian Kabupaten Majalengka dengan nilai 3,91 

telah masuk dalam kategori Sangat Baik sesuai klasifikasi penilaian 

evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi. 

Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kematangan penerapan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Majalengka telah 

melampaui rata-rata nasional, baik dari aspek kebijakan, tata kelola, 

manajemen, maupun layanan SPBE. Kondisi ini mencerminkan komitmen 

Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam mendorong integrasi sistem 

pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan 

publik yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi. 

5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan, upaya yang telah 

dilakukan dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya 

 

A. Meningkatnya Layanan Publik Berbasis Elektronik 

Layanan publik berbasis elektronik merupakan penyelenggaraan 

pelayanan kepada masyarakat dan perangkat daerah yang 
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memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara 

terintegrasi guna meningkatkan kecepatan, kemudahan, 

transparansi, dan efisiensi pelayanan. Implementasinya meliputi 

pengelolaan dan penyediaan informasi publik melalui website 

resmi pemerintah daerah dan media digital, pengelolaan 

pengaduan masyarakat secara daring, fasilitasi integrasi aplikasi 

layanan perangkat daerah dalam kerangka SPBE, penyediaan 

infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah, pengelolaan pusat 

data dan sistem informasi pemerintahan daerah, serta 

penyelenggaraan layanan persandian dan keamanan informasi 

untuk melindungi sistem elektronik pemerintah daerah. 

Pelaksanaan layanan tersebut merupakan bagian dari kebijakan 

SPBE yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan 

dievaluasi melalui Indeks SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagai wujud 

komitmen Pemerintah Kabupaten Majalengka dalam membangun 

tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, efektif, efisien, dan 

berorientasi pada kebutuhan masyarakat.  

Terdapat tiga hal yang mendukung langsung pada peningkatan 

Layanan Publik Berbasis Elektronik informasi yaitu Meningkatnya 

Kualitas Kebijakan SPBE, Meningkatnya Kualitas Tata Kelola 

SPBE, dan Meningkatnya Kualitas Implementasi Manajemen 

SPBE. 

➢ Adapun peningkatan Kualitas Kebijakan SPBE dilakukan 

dengan upaya-upaya sebagai berikut :  

a. Tereviunya Kebijakan SPBE. Pada Tahun 2025 Dinas Kominfo 

bersama Bagian Organisasi Setda telah melakukan 

perancangan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE sehingga 

tersedianya  Keputusan Bupati Nomor : 100.3.3.2/KEP.731-

ORGANISASI/2025 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Tahun 2025-2029. dan Keputusan Bupati 

Nomor 100.3.3.2/KEP.666-ORGANISASI/2025. Tentang Peta 
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Rencana Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Pemerintah 

Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029. Kegiatan tersebut 

didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 

dengan tidak beranggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Tersusunya Kebijakan tentang Pembangunan Aplikasi. Pada 

Tahun 2025 Dinas Kominfo telah melakukan perancangan 

Standar teknis pembangunan dan Pengembangan aplikasi 

Khusus SPBE sehingga tersedianya  Keputusan Bupati Nomor 

100.3.3.2/ KEP.831-DISKOMINFO/2025. Tentang Standar 

Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan aplikasi 

Khusus dilingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. 

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi 

Informatika dengan tidak beranggaran. Kegiatan tersebut 

didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 

dengan tidak beranggaran. 



 

     
 

 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB MAJALENGKA  52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Tersusunya Kebijakan tentang Layanan Jaringan Intra. Pada 

Tahun 2025 Dinas Kominfo telah melakukan perancangan 

kebijakan terkait infrastruktur SPBE yang didalamnya terdapat 

Layanan Jaringan Intra, sehingga tersedianya Keputusan 

Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.803-DISKOMINFO/2025.  

Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dan Pemanfaatan 

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang 

meliputi Layanan Pusat Data, Jaringan Intra Daerah dan 

Pemanfataan Sistem Penghubung Layanan (SPLP). Kegiatan 

tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi 

Informatika dengan tidak beranggaran. 
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d. Tersusunya Kebijakan tentang Sistem Penghubung Layanan 

Instansi Pemerintah. Pada Tahun 2025 Dinas Kominfo telah 

melakukan perancangan kebijakan terkait infrastruktur SPBE 

yang memuat Sistem Penghubung Layanan Instansi 

Pemerintah, sehingga tersedianya Keputusan Bupati Nomor 

100.3.3.2/KEP.803-DISKOMINFO/2025.  Tentang Petunjuk 

Teknis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Infrastruktur Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik yang meliputi Layanan Pusat 

Data, Jaringan Intra Daerah dan Pemanfataan Sistem 

Penghubung Layanan (SPLP). Kegiatan tersebut didukung oleh 

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak 

beranggaran. 
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e. Tersusunnya Kebijakan tentang audit TIK. Pada Tahun 2025, 

Dinas Kominfo bersama Inspektorat melakukan perancangan 

kebijakan audit TIK yang di dalamnya meliputi audit Aplikasi, 

Infrastruktur dan Keamanan. Sehingga tersedianya Keputusan 

Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.724-INSPEKTORAT/2025. 

Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Teknologi 

Informasi dan Komunikasi Sistem Pemerintah Berbasis 

Elektronik. Kegiatan tersebut didukung oleh Program 

Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Tersusunnya Kebijakan tentang Manajemen SPBE.  Pada tahun 

2025 Dinas Kominfo melakukan perancangan kebijakan terkait 

manajemen SPBE yang meliputi Manajemen aset TIK, 

Manajemen data, Manajemen SDM, Manajemen perubahan, 

Manajemen Pengetahuan dan Manajemen layanan. Sehingga 

tersedianya Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/KEP.804-

DISKOMINFO/2025. Tentang Manajemen Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Majalengka. 

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi 

Informatika dengan tidak beranggaran 
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g. Tersusunnya Proses bisnis SPBE. Pada tahun 2025 Dinas 

Kominfo bersama dengan Bagian Organisasi Setda telah 

melakukan input domian proses bisnis pada aplikasi SIA SPBE. 

Serta telah melakukan perbaikan pada proses binsis Survei 

Kepuasan Masyarakat yang awalnya manual menjadi online 

menggunakan aplikasi SKM Online 

(simonevyanlik.majalengkab.go.id) sebagai bentuk penerapan 

inovasi proses bisnis. Kegiatan tersebut didukung oleh Program 

Pengelolaan Aplikasi Informatika anggaran sebesar 

Rp. 24.000.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten 

Majalengka. 
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➢ Adapun peningkatan Kualitas Tata Kelola SPBE dilakukan 

dengan upaya-upaya sebagai berikut :  

 

a. Terevaluasinya Proses Pembangunan Aplikasi PD. Dalam 

rangka penerapan proses pembangunan aplikasi PD sesuai 

dengan Kepbup Standar Teknis dan prosedur Pembangunan 

Aplikasi Khusus, Dinas Kominfo telah mengeluarkan Surat 

Edaran Bupati tentang Pembangunan dan Pengembangan 

Aplikasi Khusus di lingkunga Pemerintah Kabuapten 

Majalengka. Pada Tahun 2025 juga Dinas Kominfo telah 

menerima permohonan sub domain aplikasi perangkat daerah 
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sebanyak 7 permohonan sub domain majalengkakab.go.id serta 

domain desa sebanyak 88 permohonan domain desa.id. Pada 

setiap pembangunan aplikasi  Dinas Kominfo melakukan 

pengkajian teknis aplikasi dari proses perencanaan, analisis, 

pengujian hingga implementasi. Sehingga menghasilkan 

rekomendasi perbaikan. Kegiatan tersebut didukung oleh 

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak 

beranggaran. 

b. Terbangunya Aplikasi Administrasi Pemerintahan Terintegrasi. 

Pada tahun 2025 Diskominfo telah memiliki akun Sistem 

Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) dari Kementerian 

Komdigi dan melaksanakan evaluasi pada aplikasi administrasi 

pemerintah yang terintegrasi, seperti Aplikasi Smart dan 

layanan Absen Online kepegawaian serta Aplikasi E-Kinerja 

SAE. Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan 

Aplikasi Informatika anggaran sebesar Rp. 48.000.000 yang 

bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Terbangunya Aplikasi Pelayanan Publik Terintegrasi. Pada tahun 

2025 Dinas Kominfo telah melakukan uji kesesuaian sistem 

untuk Integrasi Aplikasi Rekam Medik dengan layanan Tanda 

Tangan Elektronik (TTE) Diskominfo Kabupaten Majalengka 

dalam rangka meningkatkan keamanan, legalitas, dan efisiensi 

pelayanan kesehatan digital. Kegiatan tersebut didukung oleh 
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Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak 

beranggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Terevaluasinya Penerapan Penggunaan Layanan Administrasi 

Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada tahun 2025 Diskominfo 

telah melaksanakan evaluasi pada aplikasi layanan administrasi 

pemerintah dengan pendataan data layanan, aplikasi dan data 

informasi pada 26 Mei 2025 dan melakukan rapat koordinasi 

aplikasi layanan SPBE pada 13 Juni 2025. Kegiatan tersebut 

didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan 

tidak beranggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Layanan Pusat data berfungsi dengan Baik. Pada tahun 2025 

pusat data Dinas Kominfo mengalami serangan siber ke beberapa 

sub domain, hal tersebut dapat teratasi dengan baik. Ada juga 

penghentian layanan sementara karena adanya pemadaman 

listrik pln. Serta adanya gangguan atau down layanan 
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dikarenakan beberapa perangkat/server yang sudah lawas dan 

penyimpanannya penuh, namun hal tersebut dapat di atasi 

dengan baik sehingga dapat berjalan dengan lancar. Pada tahun 

2025 juga pusat data Dinas Kominfo telah dilengkapi dengan 

firewall sehingga keamanannya lebih baik. Kegiatan tersebut 

didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan 

tidak beranggaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Perangkat Daerah yang  Terhubung dengan Jaringan Intra 

Pemerintah Daerah. Pada tahun 2025 Kabupaten Majalengka 

belum memiliki JIPD sehingga Dinas Kominfo membuat usulan 

anggaran untuk belanja jaringan internet dan JIPD yang 

teranggarkan pada Tahun 2026. Dinas Kominfo juga telah 

melaksanakan koordinasi dengan 8 perusahaan internet service 

provider (ISP) dalam mendukung rencana pembangunan JIPD. 

Dalam rangka merealisasikan belanja jaringan internet dan JIPD 

tahun 2026, Dinas Kominfo telah melaksanakan koordinasi 

dengan Bagian ULP Setda, BKAD dan Inspektorat dalam 

pelaksanaan pengadaan, sehingga dilaksanakan mini kompetisi 

melalui e-katalog. Kegiatan tersebut didukung oleh Program 

Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak beranggaran. 
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g. Terpantaunya Insfrastruktur SPBE. Infrastruktur SPBE yang 

dimiliki oleh Dinas Kominfo adalah Pusat Data berupa ruang 

tempat beroperasinya server. Pada Tahun 2025 Dinas kominfo 

telah mengoperasikan dan memelihara 18 buah server dan 

mengelola web/aplikasi yang terhosting dan menjadi sub domain 

Pemerintah Daerah sejumlah 77 web/aplikasi yang aktif. 

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi 

Informatika dengan tidak beranggaran. 
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h. Terlayaninya Permohonan Zoom Meeting PD. Pada Tahun 2025 

Dinas Kominfo menerima permohonan link zoom meeting 

sebanyak 153 kegiatan. Kegiatan tersebut didukung oleh 

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika anggaran sebesar Rp. 

30.000.000 yang bersumber dari APBD Kabupaten Majalengka 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Adapun peningkatan Kualitas Implementasi Manajemen 

SPBE dilakukan dengan upaya-upaya sebagai berikut :  

 

a. Terevaluasinya Penerapan Manajemen Resiko SPBE. Dalam rangka 

peningkatan penerapan manajemen resiko SPBE, pada tahun 2025 

Dinas Kominfo bekerjasama dengan BPSDM Komdigi Bandung 

melaksanakan Pelatihan Manajemen Risiko SPBE pada tanggal 16-

19 Juni 2025 yang diikuti oleh seluruh perangkat Daerah. Sehingga 

PD dapat menyusun dokumen manajemen risiko SPBE. Penerapan 

manajemen risiko SPBE telah direviu dan di evaluasi pada rapat 

monev rencana aksi tim koordinasi SPBE tanggal 30 Juni 2025. 

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan Aplikasi 

Informatika dengan tidak beranggaran 
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b. Terevaluasinya Penerapan Keamanan Data SPBE. Dalam rangka 

penerapan keamanan data SPBE, pada tahun 2025 Dinas Kominfo 

telah mengeluarkan Surat Edaran Kepala Dinas Kominfo tentang 

Penerapan Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE di 

Lingkungan Pemerintah  Kabupaten Majalengka pada tanggal 7 

Agustus 2025. Melakukan pengujian keamanan pada aplikasi yang 

akan dibangun oleh PD. Melakukan pengadaan firewall dalam 

rangka peningkatan keamanan. Kegiatan tersebut didukung oleh 

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak 

beranggaran 
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c. Terevaluasinya Penerapan Manajemen SDM SPBE. Penerapan 

manajemen SDM SPBE tertuang pada KEPBUP Tahun 2025 tentang 

Manajemen SPBE. Implementasinya berupa perencanaan 

kebutuhan SDM SPBE yang dibuat BKPSDM, Pengembangan SDM 

SPBE salah satunya pelatihan manajemen risiko SPBE yang 

diselenggarakan Dinas Kominfo, Pembinaan SDM SPBE dengan 

kegiatan coaching klinik SPBE dengan Pemerintah Provinsi Jawa 

Barat tanggal 19 Mei 2025, pendayagunaan SDM SPBE melalui 

kegiatan audit TIK. Namun demikian, masih diperlukan penguatan 

melalui pelatihan lanjutan dan pembinaan berkelanjutan agar 

implementasi hasil pelatihan dapat diterapkan secara merata di 

seluruh perangkat daerah. Kegiatan tersebut didukung oleh 

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak 

beranggaran. 
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d. Terevaluasinya Penerapan Manajemen Pengetahuan  

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Kabupaten Majalengka 

telah menerapkan Manajemen Pengetahuan SPBE melalui 

pemanfaatan Aplikasi SIMPAN (Sistem Informasi Manajemen 

Pengetahuan Nasional). Aplikasi SIMPAN digunakan sebagai 

media terpusat dalam pengelolaan pengetahuan organisasi, 

yang mencakup proses pengumpulan, pendokumentasian, 

penyimpanan, pengelompokan, dan pemanfaatan 

pengetahuan yang dihasilkan oleh perangkat daerah. 

Manajemen pengetahuan yang dikelola dalam aplikasi SIMPAN 

meliputi antara lain: 

• Dokumen kebijakan dan regulasi SPBE 

• SOP dan standar layanan digital 

• Panduan penggunaan aplikasi pemerintahan 

• Best practice dan lesson learned pelaksanaan 

program/kegiatan 

• Materi sosialisasi, bimtek, dan transfer knowledge ASN. 

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Pengelolaan 

Aplikasi Informatika dengan tidak beranggaran. 
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e. Terevaluasinya Penerapan Manajemen Perubahan 

Pemerintah Kabupaten Majalengka telah menetapkan kebijakan 

manajemen perubahan dalam rangka mendukung penerapan 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), khususnya 

pada aspek pengelolaan kehadiran pegawai. Kebijakan tersebut 

dituangkan melalui peraturan kepala daerah dan/atau surat 

edaran yang mengatur penggunaan sistem absensi pegawai 

berbasis teknologi informasi sebagai pengganti sistem absensi 

manual.  

Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong perubahan budaya 

kerja aparatur, meningkatkan disiplin pegawai, serta 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, 

akuntabel, dan berbasis data. Evaluasi menunjukkan bahwa 

kebijakan absensi digital telah selaras dengan arah kebijakan 

SPBE, khususnya pada domain Manajemen Perubahan dan 

Manajemen SDM SPBE. Kegiatan tersebut didukung oleh 

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak 

beranggaran 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

f. Terauditnya Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan SPBE oleh 

Auditor TIK yang Bersertifikasi. Audit terhadap infrastruktur, 

aplikasi, dan keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis 

Elektronik (SPBE) merupakan instrumen penting dalam 
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memastikan keandalan layanan digital, efektivitas tata kelola TIK, 

serta perlindungan data pemerintah daerah. 

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Majalengka telah 

melaksanakan audit TIK terhadap aspek aplikasi dan 

infrastruktur SPBE oleh Auditor TIK. Berdasarkan hasil 

penilaian, audit aplikasi memperoleh nilai 3 (kategori baik) yang 

menunjukkan bahwa pengelolaan aplikasi telah berjalan sesuai 

standar dasar tata kelola SPBE. Sementara itu, audit 

infrastruktur SPBE juga memperoleh nilai 3 (kategori baik) yang 

mencerminkan kesiapan infrastruktur dalam mendukung 

operasional layanan digital pemerintahan. Adapun pada aspek 

keamanan SPBE, audit belum dapat dilaksanakan sehingga 

capaian penilaian berada pada nilai 1. Hal ini disebabkan oleh 

keterbatasan kesiapan kebijakan keamanan informasi, sumber 

daya auditor, serta kebutuhan pemenuhan standar pengamanan 

yang lebih komprehensif. Kegiatan tersebut didukung oleh 

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak 

beranggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. Terevaluasinya Penerapan SPBE Perangkat Daerah. Terevaluasinya 

penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 
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Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka ditunjukkan melalui 

pelaksanaan penilaian Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses 

SPBE pada seluruh perangkat daerah.  

Berdasarkan hasil evaluasi, diperoleh gambaran bahwa tingkat 

kematangan penerapan SPBE pada perangkat daerah masih 

bervariasi, dengan capaian nilai terendah sebesar 1,67 dan nilai 

tertinggi mencapai 88,33. Beberapa perangkat daerah telah 

menunjukkan tingkat kematangan yang baik, antara lain Dinas 

Komunikasi dan Informatika dengan nilai 88,33, Sekretariat 

Daerah sebesar 73,33, Inspektorat dengan nilai 70 dan BKPSDM 

nilai 68. Hal ini menunjukkan bahwa pada perangkat daerah 

tersebut, proses bisnis SPBE telah berjalan lebih terstruktur dan 

terdokumentasi dengan baik. Kegiatan tersebut didukung oleh 

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan tidak 

beranggaran 
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⮚ Adapun usaha yang akan dilaksanakan ditahun mendatang oleh 

Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai target IKU yang 

semula Indeks Kematangan SPBE yang akan berubah menjadi Indeks 

Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi) pada sasaran yang semula 

Terintegrasinya SPBE yang mendorong pelayanan publik lebih cepat 

dan efisien menjadi Terwujudnya Transformasi Digital Pemerintah 

adalah sebagai berikut :  

a. Melakukan reviu kebijakan tentang Arsitektur PEMDI, reviu 

kebijakan peta rencana SPBE/PEMDI, reviu TIM Koordinasi 

SPBE/PEMDI, reviu kebijakan internal audit TIK. 

b. Melakukan penyusunan proses bisnis SPBE/PEMDI perangkat 

daerah. 

c. Makukan evaluasi pembangunan aplikasi perangkat daerah. 

d. Makukan integrasi aplikasi administrasi pemerintah 

e. Melakukan integrasi aplikasi layanan publik 

f. Melakukan evaluasi layanan Layanan Adminstrasi Pemerintahan 

Digital 

g. Melayani permohonan hosting dan subdomain pemerintah,  

memelihara layanan pusat data, melakukan pembuatan email 

pemerintah. 

h. Melakukan pelayanan jaringan intra pemerintah daerah 

i. Melakukan control infrastruktur SPBE/PEMDI perangakat 

daerah agar sesuai dengan yang ditentukan 

j. Menyediakan lisence zoom dan memafisilitasi permohonan zoom 

meeting perangkat daerah. 

k. Melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko SPBE/PEMDI 

perangkat daerah. 

l. Melakukan evaluasi penerapan manajemen keamanan Cyber 

SPBE/PEMDI. 

m. Melakukan evaluasi penerapan manajemen SDM TIK.   

n. Melakukan Audit Infrastruktur, Aplikasi, dan keamanan PEMDI 

sesuai dengan kewenangan DISKOMINFO. 
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o. Melakukan Penerapan Pemerintah Digital  

 

5. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

No. Program Pengampu Anggaran 

1. Program Aplikasi 
Informatika 

Kepala Bidang 
Informatika 

Rp. 102.000.000 

   

6. Efisiensi 

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan indikator Indeks 

Kemataagn SPBE pada sasaran Terintegrasinya SPBE yang Mendorong 

Pelayanan Publik Lebih Cepat dan Efisien adalah 0, atau tidak ada 

efisiensi anggaran dengan Realisasi anggaran Rp102.000.000 dari pagu 

anggaran Rp102.000.000. 
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Sasaran 3 Meningkatnya Kualitas Keamanan Informasi dalam rangka 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

 

Untuk menjawab isu strategis terkait Keamanan Informasi serta mencapai 

tujuan meningkatnya kualitas keamanan informasi dalam rangka 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diperlukan upaya-upaya 

yang dapat mendukung terwujudnya sistem pengelolaan keamanan 

informasi pemerintah daerah yang andal, terintegrasi, adaptif terhadap 

perkembangan ancaman siber, serta mampu menjamin kerahasiaan, 

keutuhan, dan ketersediaan informasi pemerintahan. 

Keamanan Informasi tingkat penerapan pengelolaan keamanan informasi 

pada Pemerintah Daerah yang mencakup kebijakan, pengendalian teknis, 

manajemen risiko, dan perlindungan sistem elektronik guna menjamin 

kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan informasi pemerintah daerah, 

yang diukur berdasarkan hasil evaluasi tingkat kematangan keamanan 

informasi. 

Pengukuran dilakukan mengacu pada instrumen nasional seperti Indeks 

KAMI (Keamanan Informasi) yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan 

Sandi Negara atau instrumen evaluasi resmi lainnya yang berlaku. Berikut 

formulasi perhitungan Indeks KAMI: 

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑘𝑒𝑎𝑚𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑠𝑖

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛
𝑥100 

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja 

sasaran strategis ini antara lain: 

• Hasil evaluasi Indeks KAMI oleh BSSN 

• Laporan penyelenggaraan persandian dan keamanan informasi 

• Dokumen kebijakan keamanan informasi perangkat daerah 

• Berita acara audit internal keamanan informasi 

• Laporan monitoring dan insiden keamanan siber 

• Data dari tim pengelola keamanan informasi Dinas Komunikasi dan 
Informatika 
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INDIKATOR 3 

 
Indeks KAMI 

 

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025 

Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi Capaian 

Kinerja 

Meningkatnya 

Keamanan Informasi  

Indeks KAMI 505 508 101% 

 

Pada Tahun 2025, capaian Indeks KAMI (Keamanan Informasi) Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka mencapai 508 poin dari 
target yang telah ditetapkan sebesar 505 poin, atau terealisasi sebesar 101% 
dari target kinerja. 

Capaian tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan keamanan informasi 
di Kabupaten Majalengka telah mengalami peningkatan dan berada pada 

kategori “Memenuhi Kerangka Dasar”, yang menggambarkan bahwa 
pengelolaan keamanan informasi telah memiliki fondasi tata kelola yang 
memadai, meskipun masih memerlukan penguatan dan penyempurnaan 

pada beberapa aspek pengendalian. 
Penyusunan dan pengukuran Indeks KAMI Tahun 2025 dilaksanakan dengan 
ruang lingkup evaluasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Majalengka sebagai leading sektor penyelenggaraan urusan persandian dan 
keamanan informasi daerah. Pengukuran dilakukan melalui metode self 

assessment oleh tim internal Dinas Komunikasi dan Informatika dengan 
menggunakan instrumen resmi Indeks KAMI yang dikembangkan oleh Badan 
Siber dan Sandi Negara. 

 
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 2024 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
Tahun 
2024 

Realisasi 
Tahun 
2025 

Peningkatan/ 
Penurunan 

Meningkatnya 
Keamanan 

Informasi 

Indeks 
KAMI 

501 508 >7,00 

 

Realisasi Indeks KAMI Tahun 2025 tercatat sebesar 508 poin, atau meningkat 

sebesar 7,00 poin dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024. Peningkatan 

tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam penyelenggaraan 
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layanan persandian dan keamanan informasi di lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Majalengka. 

 

Sasaran Strategis Indikator 
Kinerja 

Capaian 
Tahun 
2024 

Capaian 
Tahun 
2025 

Peningkatan/ 
Penurunan 

Meningkatnya 
Keamanan 

Informasi 
 

Indeks KAMI  111,33 101 <0,90  

 

Secara capaian Tahun 2025 lebih rendah 0,90 poin jika dibandingkan 

dengan realisasi Tahun 2024. Peningkatan indeks KAMI tahun 2025 lebih 

kecil dari tahun 2024 Hal ini terkait prioritas kegiatan yang berubah karena 

dukungan anggaran yang tidak memadai walaupun dari sub kegiatan 

tahun 2025 lebih banyak yang di lakukan diantaranya terlaksananya 

kegiatan kontra penginderaan. Area Teknologi dan Keamanan Informasi 

tidak mendapatkan sentuhan sama sekali. 

 

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
2025 

Target 
Akhir 

Renstra 

Hasil 
Perbandingan 

Meningkatnya 

Keamanan 
Informasi 
 

Indeks KAMI 508 475 <33 

 

Realisasi Indeks Keamanan Informasi pada Tahun 2025 sebesar 508 poin 

dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 475 poin. Dengan 

demikian, capaian kinerja telah melampaui target sebesar 33 poin atau 

mencapai 106,95% dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan 

adanya peningkatan signifikan dalam penerapan tata kelola keamanan 

informasi, penguatan sistem pengamanan teknologi informasi, serta 
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komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan 

ketersediaan informasi secara berkelanjutan.   

 

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Realisasi Nasional 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
2025 

Rata-rata  
Nasional 

Hasil 
Perbandingan 

Meningkatnya 
Keamanan 

Informasi 
 
 

Indeks 
KAMI 

508 645 <137 

 

Apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional, capaian Indeks KAMI 

Kabupaten Majalengka masih berada di bawah rata-rata nasional dengan 

selisih sebesar 137 poin, yang menunjukkan bahwa tingkat kematangan 

keamanan informasi daerah masih memerlukan penguatan pada beberapa 

dimensi penilaian. Kondisi ini dipengaruhi oleh cakupan implementasi yang 

masih terbatas karena pengukuran Tahun 2025 difokuskan pada Dinas 

Komunikasi dan Informatika dan belum mencerminkan penerapan yang 

merata pada seluruh Perangkat Daerah, penguatan tata kelola dan 

manajemen risiko yang masih dalam tahap pengembangan, keterbatasan 

infrastruktur keamanan siber terpusat, serta kapasitas SDM yang masih 

perlu ditingkatkan. Perbedaan tingkat maturitas antar daerah juga turut 

memengaruhi posisi relatif terhadap rata-rata nasional. Indeks KAMI yang 

dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara menjadi instrumen 

penting dalam mengidentifikasi area perbaikan tersebut. Meskipun 

demikian, capaian Tahun 2025 menunjukkan tren peningkatan 

dibandingkan tahun sebelumnya dan mencerminkan komitmen Pemerintah 

Kabupaten Majalengka untuk terus memperkuat implementasi keamanan 

informasi secara bertahap dan terintegrasi guna memperkecil kesenjangan 

dengan rata-rata nasional. 
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5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan, upaya yang telah dilakukan 

dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya 

A. Meningkatnya Perlindungan Data Pribadi 

Perlindungan data pribadi merupakan serangkaian kebijakan, 
prosedur, dan mekanisme pengendalian yang diterapkan untuk 

menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perlindungan data pribadi 

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap proses pengumpulan, 
pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan pemusnahan data 
pribadi dilaksanakan secara sah, terbatas, transparan, dan 

akuntabel, serta terlindungi dari akses, pengungkapan, perubahan, 
dan penyalahgunaan yang tidak sah. 

Salah satu sasaran yang secara langsung mendukung peningkatan 
perlindungan data pribadi adalah meningkatnya kapasitas 

masyarakat tentang perlindungan data pribadi. Peningkatan 
kapasitas tersebut menjadi faktor penting dalam memperkuat 

budaya sadar keamanan informasi (security awareness), baik di 
kalangan aparatur pemerintah daerah maupun masyarakat sebagai 
pengguna layanan publik berbasis elektronik. 

Peningkatan kapasitas masyarakat terhadap perlindungan data 

pribadi pada Tahun 2025 dilaksanakan melalui berbagai kegiatan 
edukasi dan diseminasi informasi secara simultan dan 

berkelanjutan, antara lain melalui media digital BASAJAN (Bewara 
Siber Majalengka) serta pelaksanaan Webinar SUPERKAMI 
(Seputar Persandian dan Keamanan Informasi). Kegiatan tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya 
perlindungan data pribadi, risiko kebocoran data, serta langkah-

langkah preventif dalam menghadapi potensi ancaman siber. 

Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan 

kapasitas masyarakat tentang perlindungan data pribadi meliputi : 

 

1. Terinformasikannya Tata Cara Penanganan Serangan Cyber 

melalui Digital Player. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan 

penyebaran informasi setiap 2 minggu melalui program 

BASAJAN (Bewara Siber Majalengka), yang membahas 

seputar keamanan informasi dan persandian. Kegiatan 

tersebut didukung oleh Program Penyelenggaraan Persandian 

untuk Pengamanan Informasi  dengan anggaran dengan 
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anggaran Rp.24.000.000 yang bersumber dari dana APBD 

Pemerintah Kabupaten Majalengka. 

 

                     

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Terinformasikannya Tata Cara Penanganan Serangan Cyber 

melalui Webinar. Melaksanakan webinar SUPERKAMI yang 

diselenggarakan secara rutin setiap 3 bulan sekali, dengan 

target peserta ASN dan Masyarakat pengguna aktif dunia siber. 

Kegiatan tersebut didukung oleh Program Penyelenggaraan 

Persandian untuk Pengamanan Informasi  dengan tidak 

beranggaran. 
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B. Meningkatnya Kerangka Kerja Keamanan Informasi 

Kerangka kerja keamanan informasi merupakan seperangkat 

kebijakan, standar, prosedur, dan mekanisme pengendalian yang 

disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pengelolaan dan 

perlindungan informasi serta sistem elektronik di lingkungan 

pemerintah daerah. Kerangka kerja ini menjadi dasar penerapan tata 

kelola keamanan informasi yang terarah, terukur, dan 

berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa seluruh 

proses pengelolaan informasi dilaksanakan secara terkendali dan 

berbasis manajemen risiko guna menjamin kerahasiaan, keutuhan, 

dan ketersediaan informasi pemerintahan, sekaligus meningkatkan 

kesiapsiagaan terhadap ancaman siber. Implementasinya mencakup 

aspek tata kelola, manajemen risiko, pengelolaan aset informasi, 

pengamanan infrastruktur teknologi informasi, serta peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia, sehingga pengamanan informasi 

dapat dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Salah satu sasaran yang secara langsung mendukung peningkatan 

kerangka kerja keamanan informasi adalah Meningkatnya Kualitas 

Deteksi Insiden Cyber, Sasaran ini menjadi elemen penting dalam 

memastikan efektivitas implementasi pengamanan sistem elektronik 

dan pengelolaan risiko keamanan informasi di lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Majalengka. Peningkatan kualitas deteksi 

insiden siber bertujuan untuk memperkuat kemampuan pemerintah 

daerah dalam melakukan identifikasi dini (early detection), analisis, 

respons, dan mitigasi terhadap potensi ancaman maupun insiden 

keamanan informasi yang dapat mengganggu layanan pemerintahan 

berbasis elektronik. Kemampuan deteksi yang memadai akan 

meminimalkan dampak gangguan sistem, mencegah kebocoran data, 

serta menjaga keberlangsungan layanan publik.  
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Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas 

deteksi insiden cyber yaitu ; 

 

1. Terasesmenya Perangkat Teknologi Informasi Perangkat 

Daerah, Melaksanakan ITSA (Information Technology 

Security Assessment), VA (Vulnerability Analysis), serta 

Pentest (Penetration Testing) oleh TIM CSIRT untuk 

mengidentifikasi jenis serangan dan mengukur dampak 

serangan siber. Kegiatan tersebut didukung oleh Program 

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi  

dengan tidak beranggaran. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

C. Aset Sistem Elektronik Tidak Mudah Ditembus Serangan Cyber 

 

Aset Sistem Elektronik Tidak Mudah Ditembus Serangan Cyber 

merupakan kondisi dimana sistem informasi, aplikasi, server, dan 

jaringan pemerintah daerah telah dilengkapi dengan mekanisme 

pengamanan yang memadai, terstandar, dan berlapis (multi-layered 

security) sehingga mampu mencegah, mendeteksi, dan merespons 

ancaman atau serangan siber secara efektif. Kondisi tersebut dicapai 

melalui penerapan pengendalian keamanan teknis dan administratif, 
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antara lain penguatan firewall dan sistem proteksi jaringan, pembaruan 

(patching) sistem secara berkala, pengelolaan akses berbasis hak 

pengguna (access control), enkripsi data, pemantauan log aktivitas, 

serta penerapan prosedur penanganan insiden keamanan informasi. 

Upaya ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kebocoran data, 

gangguan layanan, peretasan sistem, serta penyalahgunaan informasi 

yang dapat menghambat penyelenggaraan pemerintahan berbasis 

elektronik. Selain itu, penguatan sistem elektronik yang tangguh 

terhadap serangan siber juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan 

masyarakat terhadap layanan publik digital serta menjamin 

keberlangsungan operasional pemerintahan secara aman dan andal. 

Dengan demikian, sistem elektronik yang tidak mudah ditembus 

serangan siber menjadi bagian integral dari implementasi tata kelola 

keamanan informasi yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan di 

lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka. 

 

Adapun salah satu sasaran yang secara langsung mendukung 

peningkatan Aset Sistem Elektronik Tidak Mudah Ditembus Serangan 

Cyber adalah Meningkatnya Sistem Keamanan Aset Elektronik 

Upgrade. Sasaran ini menjadi bagian penting dalam strategi penguatan 

perlindungan infrastruktur teknologi informasi Pemerintah Kabupaten 

Majalengka guna memastikan sistem elektronik tetap aman, andal, dan 

adaptif terhadap perkembangan ancaman siber. 

Peningkatan sistem keamanan aset elektronik dilakukan melalui 

pembaruan perangkat keras dan perangkat lunak pengamanan, 

peningkatan kapasitas dan konfigurasi sistem proteksi jaringan, 

penerapan patching dan vulnerability assessment secara berkala, serta 

optimalisasi pengendalian akses dan mekanisme enkripsi data. Upaya 

ini juga mencakup penguatan sistem monitoring keamanan melalui 

pemanfaatan perangkat deteksi dini dan analisis log aktivitas sistem. 
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Adapun upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan Sistem 

Keamanan Aset Elektronik Upgrade yaitu ; 

 

1. Terpantaunya Sistem Elektronik di Perangkat Daerah 

Melaksanakan SOC (Security Operation Center) oleh TIM 

CSIRT. Kegiatan tersebut didukung oleh Program 

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi  

dengan anggaran Rp.281.500.000 yang bersumber dari APBD 

Pemerintah Kabupaten Majalengka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⮚ Upaya yang akan dilaksanakan ditahun mendatang oleh Dinas 

Komunikasi dan Informatika dalam mencapai target IKU Indeks 

Keamanan Informasi pada sasaran Meningkatnya kualitas layanan 

Persandian dan Keamanan Informasi dalam rangka penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :  

1. Kegiatan Security Awareness untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap keamanan 

siber. Salah satunya adalah webinar SUPERKAMI yang 

diselenggarakan secara rutin setiap 3 bulan sekali, dengan target 

peserta ASN dan Masyarakat pengguna aktif dunia siber. Selain 

itu, dilakukan juga penyebaran informasi setiap 2 minggu melalui 
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program BASAJAN, yang membahas seputar keamanan informasi 

dan persandian. 

2. Melaksanakan ITSA (Information Technology Security 

Assessment) dan VA (Vulnerability Analysis).  

3. Melaksnakan Pentest oleh TIM CSIRT, Pentest (Penetration 

Testing) untuk mengidentifikasi jenis serangan dan mengukur 

dampak serangan siber. Melakukanmitigasi dan hardening 

terhadap sistem elektronik yang menjadi target serangan 

4. Melaksanakan SOC( Security Operation Center)  TIM CSIRT 

pemantauan melalui  dengan menggunakan perangkat SIEM 

(Security Information and Event Management).  

5. Melakukan Upgrade SIEM dan Implementasi tools firewall 

6. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara Daring 

terkait penggunaan Cyber Chat, Sandi Data dan Selection bekerja 

sama dengan Badan Siber dan Sandi Negera (BSSN). 

 

5. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

No. Program Pengampu Anggaran 

1 Program 
Penyelenggaraan 

Persandian 

Kepala Bidang 
Statistik dan 

Persandian 

Rp.305.500.000 

 

6. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%. 

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan Indikator Indeks KAMI 

pada sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi  sebesar Rp2 dari 

pagu anggaran Rp. 305.500.000 dengan Realisasi Rp. 305.499.998. 
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Sasaran Strategis 4  Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik 

Sektoral dalam rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Untuk menjawab isu strategis terkait kualitas layanan statistik sektoral 

guna mencapai tujuan meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka diperlukan 

upaya-upaya yang terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Upaya tersebut 

meliputi penguatan tata kelola penyelenggaraan statistik sektoral sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, peningkatan 

koordinasi dan sinkronisasi data antar perangkat daerah, serta 

pengembangan sistem informasi statistik sektoral yang terintegrasi dan 

berbasis elektronik. 

Kualitas Layanan Statistik Sektoral diukur berdasarkan tingkat 

pemenuhan standar penyelenggaraan statistik sektoral oleh perangkat 

daerah sesuai prinsip Satu Data Indonesia. Penilaian dilakukan melalui 

verifikasi kelengkapan metadata, standar klasifikasi, integrasi sistem, serta 

pemanfaatan data dalam dokumen perencanaan pembangunan. Indikator 

ini memiliki keterkaitan langsung dengan penilaian Indeks Pembangunan 

Statistik oleh BPS, dimana peningkatan kualitas tata kelola dan 

pemanfaatan data sektoral akan berdampak pada meningkatnya nilai 

IPS daerah sebagai cerminan kematangan sistem statistik 

pemerintahan daerah. 

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran komposit yang 

menggambarkan tingkat kematangan dan kualitas penyelenggaraan 

statistik sektoral pada instansi pemerintah pusat maupun daerah, yang 

dinilai berdasarkan standar dan indikator yang ditetapkan oleh Badan 

Pusat Statistik selaku pembina data statistik nasional.  Indeks 

Pembangunan Statistik (IPS) dihitung melalui formulasi: 

 

𝑰𝒏𝒅𝒆𝒌𝒔 𝑷𝒆𝒎𝒃𝒂𝒏𝒈𝒖𝒏𝒂𝒏 𝑺𝒕𝒂𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊𝒌 = ∑𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕 𝑫𝒐𝒎𝒂𝒊𝒏𝒌 ×𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑫𝒐𝒎𝒂𝒊𝒏𝒌

𝑲

𝒌=𝟏

 

Penjelasan Komponen: 

K adalah Banyaknya domain penilaian; 

Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k; 

Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k; 

 

Sumber data yang digunakan dalam pengukuran capaian kinerja sasaran 

strategis ini antara lain: 

• Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS)  

Perangkat Daerah 

• Hasil evaluasi pembinaan statistik sektoral 
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INDIKATOR 4 

 
Indeks Pembangunan Statistik 

 

1. Target, Realisasi, Capaian Tahun 2025 

Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi Capaian 

Kinerja 

Meningkatnya 
kualitas layanan 

statistik sektoral 
dalam rangka 

penyelenggaraan 
Pemerintahan 
Daerah 

Indeks 
Pembangunan 

Statistik 

3,00 2,75 92 % 

 

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Majalengka pada Tahun 

2025 tercatat sebesar 2,75 poin dari target yang ditetapkan sebesar 3,00 

poin, sehingga capaian kinerja mencapai 92%. Nilai tersebut mengacu pada 

hasil resmi Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 

2024. Berdasarkan Surat Edaran Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa 

Barat Nomor B-1338/32000/TS.160/2025 perihal Pemberitahuan 

Pelaksanaan EPSS TA 2025 di Pemerintah Daerah, pada poin 1 dijelaskan 

bahwa pelaksanaan EPSS Tahun 2025 tidak dilaksanakan. Selanjutnya 

pada poin 3 ditegaskan bahwa target capaian kinerja Tahun 2025 yang 

berkaitan dengan hasil EPSS dapat menggunakan hasil resmi EPSS Tahun 

2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kepala BPS Nomor 605 

Tahun 2024 tentang Hasil EPSS pada Instansi Pusat dan Pemerintah 

Daerah Tahun 2024. Dengan demikian, pengukuran capaian IPS Tahun 

2025 menggunakan nilai resmi EPSS Tahun 2024 sebagai dasar 

pemenuhan pengukuran kinerja. 
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2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Tahun 2025 dengan Tahun 

2024 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

Tahun 
2024 

Realisasi 

Tahun 
2025 

Peningkatan/ 

Penurunan 

Meningkatnya 
kualitas layanan 

statistik sektoral 
dalam rangka 
penyelenggaraan 

Pemerintahan 
Daerah 

Indeks 
Pembangun

an Statistik 

2,75 2,75 0,00 Poin 

 

Realisasi Indeks Pembangunan Statistik (IPS) pada Tahun 2025 sebesar 

2,75 poin, sama dengan capaian Tahun 2024 sebesar 2,75 poin. Dengan 

demikian, kinerja pada tahun pelaporan menunjukkan kondisi yang stabil. 

Tidak adanya peningkatan nilai disebabkan karena pada Tahun 2025 tidak 

dilaksanakan penilaian formal Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral 

(EPSS) oleh Pemerintah Pusat, sehingga nilai yang digunakan mengacu 

pada hasil capaian tahun sebelumnya. Penggunaan nilai tersebut 

mencerminkan upaya pemeliharaan standar kualitas penyelenggaraan 

statistik sektoral yang telah dicapai, sambil tetap melakukan penguatan 

tata kelola dan pembinaan statistik sektoral secara berkelanjutan di 

lingkungan pemerintah daerah. 

 

Sasaran Strategis Indikator 
Kinerja 

Capaian 
Tahun 

2024 

Capaian 
Tahun 

2025 

Peningkatan/ 
Penurunan 

Meningkatnya 

kualitas layanan 
statistik sektoral 
dalam rangka 

penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Daerah 

Indeks 

Pembangunan 
Statistik 

98,21% 92% - 6,21% 
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Persentase capaian kinerja pada Tahun 2025 tercatat sebesar 92%, 

mengalami penurunan sebesar 6,21% jika dibandingkan dengan capaian 

Tahun 2024 yang sebesar 98,21%. Penurunan persentase capaian ini 

bukan disebabkan oleh penurunan kualitas layanan secara faktual, 

melainkan implikasi dari penetapan target kinerja yang lebih tinggi pada 

tahun 2025 (3,00). Sementara itu, nilai realisasi yang digunakan tetap 

menggunakan angka tahun sebelumnya yaitu 2,75, dikarenakan tidak 

adanya penilaian formal Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dari 

Pemerintah Pusat pada periode tahun ini. 

3. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Target Akhir Renstra 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Realisasi 

2025 

Target 

Akhir 
Renstra 

Hasil 

Perbandingan 

Meningkatnya 

kualitas layanan 
statistik sektoral 
dalam rangka 

penyelenggaraan 
Pemerintahan 

Daerah 

Indeks 

Pembangunan 
Statistik 

2,75 3,00 < 0,25 

 

Realisasi Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Majalengka pada 

Tahun 2025 tercatat sebesar 2,75 poin. Jika dibandingkan dengan Target 

Akhir Renstra sebesar 3,00 poin, dengan demikian, capaian kinerja telah 

mencapai 91,67% dari target yang ditetapkan, dengan selisih kekurangan 

sebesar 0,25 poin. 

Gap sebesar 0,25 poin ini dipengaruhi oleh hasil penilaian EPSS terakhir 

yang menunjukkan masih adanya kekurangan pada Domain Prinsip SDI, 

khususnya terkait kelengkapan Kode Referensi dan Data Induk. Selain itu, 

pada Domain Kelembagaan, jumlah SDM dengan latar belakang akademis 
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statistik yang memadai dan kapabel masih perlu ditingkatkan jumlahnya 

secara bertahap. 

4. Perbandingan Realisasi 2025 dengan Rata-rata Nasional 

Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

Realisasi 
2025 

Rata-rata 
Nasional 

Hasil 
Perbandingan 

Meningkatnya 
kualitas 

layanan 
statistik 
sektoral 

dalam rangka 
penyelenggara

an 
Pemerintahan 
Daerah 

Indeks 
Pembangunan 

Statistik 

2,75 2,30 + 0,45 

 

Realisasi Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Kabupaten Majalengka pada 

Tahun 2025 sebesar 2,75 poin. Apabila dibandingkan dengan rata-rata 

nasional sebesar 2,30 poin, capaian tersebut berada lebih tinggi sebesar 

0,45 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas penyelenggaraan 

statistik sektoral di Kabupaten Majalengka secara umum berada di atas 

rata-rata nasional. 

Capaian tersebut mencerminkan adanya komitmen dan upaya 

berkelanjutan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan tata kelola statistik 

sektoral, khususnya dalam penyediaan data dan informasi yang 

mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan 

daerah. Meskipun demikian, perbandingan dengan rata-rata nasional ini 

masih bersifat indikatif, mengingat pada periode penilaian tidak dilakukan 

evaluasi EPSS oleh Pemerintah Pusat, sehingga nilai IPS yang digunakan 

merupakan hasil dari periode sebelumnya. 
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5. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan, upaya yang telah dilakukan 

dan upaya yang akan dilakukan di tahun selanjutnya 

A. Meningkatnya Pemanfaatan Data Sektoral 

Pemanfaatan Data Sektoral merupakan proses penggunaan data 

yang dihasilkan oleh perangkat daerah sebagai dasar dalam 

perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan pembangunan, 

pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengendalian dan 

evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

Pemanfaatan data ini bertujuan untuk mewujudkan pengambilan 

keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policy), 

meningkatkan akurasi dan ketepatan sasaran program 

pembangunan, serta mendukung tata kelola pemerintahan yang 

transparan, akuntabel, dan efektif. Peningkatan pemanfaatan data 

sektoral juga menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan 

Satu Data Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan 

Presiden Nomor 39 Tahun 2019, dimana setiap data yang dihasilkan 

harus memenuhi prinsip standar data, metadata, interoperabilitas, 

serta penggunaan kode referensi yang sama agar dapat 

diintegrasikan dan dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung 

pembangunan daerah. Terdapat dua faktor utama yang secara 

langsung mendukung peningkatan Pemanfaatan Data Sektoral, 

yaitu Tersedianya Data dan Informasi Sektoral yang Valid dan 

Mutakhir serta Meningkatnya Publikasi Data Sektoral. 

Ketersediaan data yang valid dan mutakhir menjadi fondasi utama 

dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan perencanaan 

pembangunan disusun berdasarkan informasi yang akurat dan 

dapat dipertanggungjawabkan.  

Adapun upaya yang dilakukan untuk mewujudkan data dan 

informasi sektoral yang valid dan mutakhir antara lain melalui ; 

1. Tersusunnya Dokumen Daerah Dalam Angka (DDA) 

Penyusunan Dokumen Daerah Dalam Angka (DDA) 

merupakan salah satu upaya strategis dalam menjamin 

ketersediaan data sektoral yang valid, terstandar, dan 

mutakhir. Dokumen ini disusun secara periodik dengan 

mengompilasi data statistik sektoral dari seluruh Perangkat 

Daerah selaku produsen data. Proses penyusunan DDA 

meliputi: 

a. Pengumpulan data sektoral dari Perangkat Daerah. 

b. Verifikasi dan validasi data untuk memastikan 

konsistensi, akurasi, dan kesesuaian dengan kaidah 

statistik. 

c. Harmonisasi data agar selaras dengan standar data 

dan metadata yang berlaku. 
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d. Penyajian data dalam format tabel, grafik, dan narasi 

yang informatif. 

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan penyusunan Dokumen 

Daerah Dalam Angka (DDA). Kegiatan tersebut didukung 

oleh Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup 

Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran dengan 

anggaran Rp.24.000.000 yang bersumber dari dana APBD 

Pemerintah Kabupaten Majalengka. 
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2. Terbinanya Perangkat Daerah Melalui kegiatan statistik 

(Romantik) 

Pembinaan Perangkat Daerah melalui kegiatan Rekomendasi 

Kegiatan Statistik (Romantik) dilaksanakan untuk 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di 

tingkat produsen data. Upaya pembinaan ini meliputi: 

a. Sosialisasi dan pendampingan pengajuan Romantik 

kepada Perangkat Daerah. 

b. Peningkatan pemahaman terkait standar data, 

metadata, dan kaidah statistik. 

c. Evaluasi kelengkapan dokumen pendukung kegiatan 

statistik. 

d. Penguatan koordinasi antara Walidata dan Produsen 

Data. 

Dengan adanya pembinaan melalui Romantik, kegiatan 

statistik sektoral menjadi lebih terencana, terdokumentasi, 

dan sesuai standar, sehingga data yang dihasilkan lebih 

dapat dipertanggungjawabkan secara metodologis dan 

substansi. Pada tahun 2025 telah dilaksanakan pembinaan 

kepada Prangkat Daerah melalui kegiatan Statistik 
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(Romantik). Kegiatan tersebut didukung oleh Program 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah 

Kabupaten/Kota dengan anggaran dengan anggaran 

Rp.24.000.000 yang bersumber dari dana APBD Pemerintah 

Kabupaten Majalengka. 
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Adapun upaya yang dilakukan untuk mewujudkan meningkatnya 

publikasi data sektoral antara lain melalui ; 

1. Terpublikasinya data sektoral kepada masyarakat melaui 

webinar 

Melaksanakan webinar KenCAN Data yang diselenggarakan 

secara rutin setiap 3 bulan sekali, dengan target peserta ASN 

dan Masyarakat untuk menjadi sarana diseminasi data dan 

informasi kepada masyarakat, akademisi, serta pemangku 

kepentingan lainnya. Kegiatan tersebut didukung oleh 

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup 

Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp.24.000.000 

yang bersumber dari dana APBD Pemerintah Kabupaten 

Majalengka. 
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2. Terinformasinya Infografis Sektoral kepada Masyarakat 

melalui Medsos 

Pada tahun 2025 telah dilaksanakan penyajian data dalam 

bentuk infografis sektoral melalui media sosial merupakan 

strategi komunikasi publik yang adaptif terhadap 

perkembangan teknologi informasi. Upaya ini dilakukan 

melalui: 

a. Penyusunan konten infografis berbasis data terkini. 

b. Penyederhanaan data kompleks menjadi visual yang 

mudah dipahami. 

c. Publikasi secara berkala melalui kanal media sosial 

resmi pemerintah daerah. 

d. Evaluasi respons dan jangkauan publikasi sebagai 

bahan perbaikan kualitas konten. 

Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas 

dan keterjangkauan data sektoral, khususnya bagi generasi 

muda dan masyarakat umum, sehingga tercipta 

transparansi serta partisipasi publik dalam pembangunan 
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berbasis data. Kegiatan tersebut didukung oleh Program 

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah 

Kabupaten/ Kota dengan tidak beranggaran. 
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➢ Adapun upaya yang akan dilaksanakan di tahun 

mendatang: 

 

a. Melakukan pengumpulan data, pemriksaan dan kemudian 

disusun menjadi buku Daerah Dalam Angka. 

b. Melakukann pembinaan ke PD dalam pembuatan 

Rekomendasi kegiatan statistik (Romantik) untuk kegiatan 

statistik di PD, kemudiandi input di aplikasi 

https://romantik.web.bps.go.id/. 

c. Melaksanakan kegiatan webinar mengenai pengelolaan, 

pengolahan dan publikasi data untuk Perangkat Daerah, 

Webinar ini mengundanng Ahli dalam statistik untuk 

mengurai dan menerjemahkan data menjadi suatu 

pemahaman dan bisa dimanfaatkan untuk pembangunan. 

d. Melakukan peblikasi data-data menjadi infografis dan 

dipublikasi di media sosial. Disertai keteragan dan anaisa 

singkat mengenai data tersebut. 

 

6. Program yang menunjang keberhasilan/kegagalan 

No. Program Pengampu Anggaran 

1 Program 

Penyelenggaraan 
Statistik Sektoral 

Kepala Bidang 

Statistik Sektoral dan 
Persandiaan 

Rp. 72.000.000 

 

7. Efisiensi anggaran jika IKU mencapai 100%. 

Efisiensi anggaran atas capaian kinerja dengan Indikator Indeks 

Pembangunan  Statistik pada sasaran Meningkatnya kualitas layanan 

statistik sektoral dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

tidak ada karena IKU hanya mencapai 92%. 

 
 

 
 

 
 

https://romantik.web.bps.go.id/
https://romantik.web.bps.go.id/
https://romantik.web.bps.go.id/


 

     
 

 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB MAJALENGKA  96 

 

 

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

         Serapan anggaran dikaitkan dengan capaian kinerja adalah sebagai  

         berikut: 

Berdasarkan tabel capaian kinerja dan realisasi anggaran, pada sasaran 

strategis “Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Sektoral dalam 

Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah” menunjukkan tingkat 

serapan anggaran sebesar 97,22% dari total pagu yang telah dialokasikan. 

Meskipun tingkat serapan anggaran tergolong tinggi, masih terdapat sisa 

anggaran yang tidak terserap sebesar Rp2.000.000. 

Tidak terserapnya sebagian anggaran tersebut disebabkan oleh adanya 

kendala teknis pada sistem SIPD-RI pada sub kegiatan Peningkatan 

Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral. Pada tahap perencanaan 

awal, anggaran dialokasikan untuk pembayaran honorarium Tenaga Ahli 

No. Sasaran Strategis Indikator 

Kinerja 

Capaian 

(%) 

Serapan 

Anggaran (%) 

1 Meningkatnya 
Penyebarluasan 

Informasi Publik 
Penyelenggaraan 

Pemerintahan Yang 
informatif 

Indeks 
Keterbukaan 

Informasi 
Publik 

100% 99,41% 

2 Terintegrasinya 
SPBE yang 
mendorong 

pelayanan publik 
lebih cepat dan 
efisien  

Indeks 
Kematangan 
SPBE 

 

112% 100% 

3 Meningkatnya 
Keamanan 

Informasi 

Indeks KAMI 101% 100% 

4 Meningkatnya  

kualitas layanan  
statistik sektoral  
dalam rangka  

penyelenggaraan  
Pemerintahan  

Daerah 

Indeks 

Pembangunan 
Statistik 

92% 97,22% 
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yang direncanakan mendukung pelaksanaan kegiatan statistik sektoral. 

Namun dalam implementasinya, kegiatan tersebut dialihkan menjadi 

Sosialisasi Satu Data sebagai bagian dari upaya penguatan pemahaman 

perangkat daerah terhadap kebijakan Satu Data Indonesia serta 

peningkatan koordinasi penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan 

Pemerintah Daerah. 

Selain itu, pada saat proses penginputan anggaran perubahan terdapat 

kendala teknis pada sistem SIPD-RI, sehingga pagu anggaran yang 

seharusnya sebesar Rp24.000.000 hanya terinput sebesar Rp22.000.000, 

yang menyebabkan selisih sebesar Rp2.000.000. Faktor lain yang turut 

mempengaruhi tidak terserapnya anggaran secara penuh adalah 

keterbatasan waktu pelaksankaan penginputan anggaran sehingga ruang 

untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap alokasi anggaran 

menjadi terbatas. 

Namun demikian, dari sisi pencapaian kinerja, pelaksanaan kegiatan tetap 

mampu mendukung tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan. 

Kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi terhadap peningkatan 

pemahaman perangkat daerah mengenai implementasi kebijakan Satu 

Data, serta memperkuat koordinasi dan kelembagaan penyelenggaraan 

statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah. 

Dengan demikian, meskipun masih terdapat sisa anggaran yang tidak 

terserap, secara umum pemanfaatan anggaran pada sasaran strategis ini 

dapat dikategorikan cukup efisien dan efektif, karena dengan tingkat 

serapan anggaran sebesar 97,22% telah mampu menghasilkan capaian 

kinerja yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya keuangan telah dilakukan 

secara optimal dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi. 
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BAB IV PENUTUP 

 
Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 

menyajikan pencapaian kinerja, perbandingan dengan tahun sebelumnya, 

perbandingan dengan Renstra, perbandingan dengan Nasional, kendala 

yang dihadapi, upaya yang telah dilaksanakan dan upaya yang akan 

dilaksanakan untuk meningkatkan dan memperbaiki capaian di tahun 

selanjutnya.  

 

Rata-rata capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 

2025 yaitu sebesar 101,25% dengan sebanyak 3 sasaran tercapai dan 1 

satu sasaran yang tidak tercapai. Untuk meningkatkan capaian kinerja di 

tahun mendatang perlu dilakukan upaya-upaya, diantaranya: 

 

a. Sasaran Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik   

1. Meningkatkan penyampaian informasi program pemerintah kepada 

masyarakat melalui media cetak, elektronik, media online, dan 

medsos. 

2. Memperbarui Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang 

dikecualikan 

3. Meningkatkan pelayanan permohonan informasi melalui PPID 

4. Memperbarui data insan media dan data media 

5. Meningkatkan pembinaan insan media tentang penyampaian 

informasi publik 

6. Memperbarui data kelompok informasi masyarakat yang aktif dan 

terdata 

7. Meningkatkan pelayanan pengaduan masyarakat melalui Call Center 

112 

8. Meningkatkan penyaluran aduan masyarakat kepada perangkat 

daerah 

9. Meningkatkan penyaluran informasi diseminasi SP4N LAPOR 

10. Memperbarui data narahubung SP4N LAPOR di perangkat daerah 
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b. Sasaran Terintegrasinya SPBE yang Mendorong Pelayanan Publik Lebih 

Cepat dan Efisien 

1. Melakukan reviu kebijakan tentang Arsitektur PEMDI, reviu 

kebijakan peta rencana SPBE/PEMDI, reviu TIM Koordinasi 

SPBE/PEMDI, reviu kebijakan internal audit TIK 

2. Melakukan penyusunan proses bisnis SPBE/PEMDI perangkat 

daerah 

3. Melakukan evaluasi pembangunan aplikasi perangkat daerah. 

4. Melakukan integrasi aplikasi administrasi pemerintah 

5. Melakukan integrasi aplikasi layanan publik 

6. Melakukan evaluasi layanan Layanan Adminstrasi Pemerintahan 

Digital 

7. Melayani permohonan hosting dan subdomain pemerintah,  

memelihara layanan pusat data, melakukan pembuatan email 

pemerintah. 

8. Melakukan pelayanan jaringan intra pemerintah daerah 

9. Melakukan control infrastruktur SPBE/PEMDI perangakat daerah 

agar sesuai dengan yang ditentukan 

10. Menyediakan lisence zoom dan memafisilitasi permohonan 

zoommeeting perangkat daerah 

11. Melakukan evaluasi penerapan manajemen risiko SPBE/PEMDI 

perangkat daerah. 

12. Melakukan evaluasi penerapan manajemen keamanan Cyber 

SPBE/PEMDI 

13. Melakukan evaluasi penerapan manajemen SDM TIK 

14. Melakukan Audit Infrastruktur, Aplikasi, dan keamanan PEMDI 

sesuai dengan kewenangan DISKOMINFO. 

c. Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi 

1. Kegiatan Security Awareness untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) terhadap keamanan 
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siber. Salah satunya adalah webinar SUPERKAMI yang 

diselenggarakan secara rutin setiap 3 bulan sekali, dengan target 

peserta ASN dan Masyarakat pengguna aktif dunia siber. Selain itu, 

dilakukan juga penyebaran informasi setiap 2 minggu melalui 

program BASAJAN, yang membahas seputar keamanan informasi dan 

persandian. 

2. Melaksanakan ITSA (Information Technology Security Assessment) 

dan VA (Vulnerability Analysis).  

3. Melaksnakan Pentest oleh TIM CSIRT, Pentest (Penetration Testing) 

untuk mengidentifikasi jenis serangan dan mengukur dampak 

serangan siber. Melakukanmitigasi dan hardening terhadap sistem 

elektronik yang menjadi target serangan 

4. Melaksanakan SOC (Security Operation Center)  TIM CSIRT 

pemantauan melalui  dengan menggunakan perangkat SIEM 

(Security Information and Event Management) 

5. Melakukan Upgrade SIEM dan Implementasi tools firewall 

6. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara Daring terkait 

penggunaan Cyber Chat, Sandi Data dan Selection bekerja sama 

dengan Badan Siber dan Sandi Negera (BSSN). 

d. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Statistik Sektoral dalam 

rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

1. Melakukan pengumpulan data, pemriksaan dan kemudian disusun 

menjadi buku Daerah Dalam Angka. 

2. Melakukann pembinaan ke PD dalam pembuatan Rekomendasi 

kegiatan statistik (Romantik) untuk kegiatan statistik di PD, 

kemudiandi input di aplikasi https://romantik.web.bps.go.id/ 

3. Melaksanakan kegiatan webinar mengenai pengelolaan, pengolahan 

dan publikasi data untuk Perangkat Daerah, Webinar ini 

mengundanng Ahli dalam statistik untuk mengurai dan 

menerjemahkan data menjadi suatu pemahaman dan bisa 

dimanfaatkan untuk pembangunan 

https://romantik.web.bps.go.id/
https://romantik.web.bps.go.id/
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4. Melakukan peblikasi data-data menjadi infografis dan dipublikasi di 

media sosial. Disertai keteragan dan anaisa singkat mengenai data 

tersebut 

Dinas Komunikasi dan Informatika telah menggunakan sumber daya pada 

Tahun 2025 sesuai dengan peruntukannya. Rata-rata efisiensi anggaran 

untuk sasaran yang tercapai sebesar 0,20 % atau Rp2.014.290. Sedangkan 

untuk sasaran Meningkatnya kualitas layanan statistik sektoral dalam 

rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah efisiensi anggaran tidak 

dapat dihitung karena sasaran tidak mencapai 100%. 

 

Dengan tersusunnya LKIP Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten 

Majalengka kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi. 
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1. Perjanjian Kinerja 
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2. CASCADING 
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3.DOKUMENTASI PENYERAHAN LKIP KEPADA PIMPINAN 
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2.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Badan SIBER dan Sandi Negara Republik Indonesia Memberikan Penghargaan Kepada Pemerintah 
Kabupaten Majalengka Melaui Diskominfo atas Terbentuknya Computer Security Incident Response 

Team (CSIRT)  Sebagai Tim Tanggap Tanggap Insiden Siber Organisasi pada Sektor Pemerintah 

Daerah. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 



 

     
 

 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB MAJALENGKA  109 

 

6.SK TIM LKIP 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 

 


